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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dewasa ini
ditunjang pula dengan perkembangan dan hubungan antar negara yang semakin
berkembang menyebabkan para produsen untuk memasarkan barang-barang
produksinya tidak saja melahn kompetisi harga, kualitas dan promosi, tetapi juga
dengan cara lain seperti pemberian kredit, baik pada para langganan maupun
pembeli baru. Keadaan ini menimbulkan masalah cash flow yang pada akhimya
mengakibatkan likviditas untuk memenuhi modal kerja ataupun peningkatan
usahanya.

Dampak dari penjualan secara kredit ini bagi pengusaha adalah berarti
semakin lamanya perputaran dana dan érus kas perusahaan tersebut. Sedangkan
dalam membiayai operasi harian, perusahaan banyak membutuhkan dana tunai. *

Dari perkembangan ini berarti telah terjadi pergeseran pasar penjualan ke
pasar pembeli. Gejala seperti ini akan menimbulkan beberapa konsekwenst vang
utama adalah bagaimana cara memperoleh dana tunai melalui perbankan
mengalami banyak kesulitan, antara lain dengan dipersyaratkan adanya jaminan,

Maka lembaga Pembiayaan melalui perusahaan Anjak Piutang berpelvang untuk

! Liliana Tedjosaputra., Tinjauan Yuridis Factoring (Anjak Pruang) Sebagai

Lembaga Pembiayaan”. Makalah pada penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Selurub
Indonesia, Falkultas Hukum UNTAG Semarang 18 - 28 Juli 1995. Him 1.
2 F. Firman Gunadi, ” Prospek Bisnis Factoring Di Indonesia,” Newsletter

No. 15/1V/Desember Him 14.
wiityy
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- memberikan jasanya yaitn dengan memberikan fasilitas berupa pembelian
piutang. |

Anjak piutang, secara formal diintroduksir pada akhir tahun 1988, yaitu
melalui Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atan lebih dikenal dengan istilah
Pakdes 1988. Peraturan mengenai anjak piutang tersebut dapat dijumpai dalam
keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan Jucto Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 468/KMK.017/1988 tanggal 20 Desember 1995, yang diubah lagi dengan
Keputusan Menteri Kenangan Neo. 446 / KMK 017/1998. Pada tahun 2000
Keputusan-keputusan menteri tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
serta diganti dengan Keputusan Menteri Kenangan No. 448/KMKO0.17/2000
tentang Perusahaan Pembiayaan. |

Dalam peraturan tersebut anjak piutang (factoring) didefinisikan sebagai
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan
atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.’

Pengertian Perusahaan Anjak Piutang (Factory Company) menurut SK.
Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 dalam Pasal 1 butir 1 adalah

“Perusahaan Anjak Piutang (Factory Company) adalah badan usaha
vang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian /

* Periksa pasal 1 butir Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Pasal 1 buiir 1 keputusan
Menteri No. 125 1/KMK.031/1988.




pengalihan serta pengurusan piutang atau tagﬂian jangka pendek suatu
pernsahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.”
Perusahaan Anjak Piutang di sini berarti perusahaan tersebut membeli
piutang nasabah yang timbul sebagai akibat dari transaksi dagang / biasanya
- dilakukan secara terns menerus, schingga nasabah pada dasarnya sekaligus
memindahkan urusan penagihan dan pembukuan piutangnya pada perusahaan
factoring.
Kegiatan anjak piutang dipertegas dalarn Pasal 2 dari SK. Menkeu
No0.448/KMK.017/2000 bahwa kegiatan anjak pintang dilakukan dalam bentuk :
a. Pembelian atan pengalihan piutang / tagihan jangka pendek dari transaksi
perdagangan dalam / luar negeri ;
b. Penata usahaan penjualan kredit dan penagihan piutang perusahaan klien.
. Perusahaan Anjak Piutang adalah merupakan perusahaan yang mempunyai
kedudukan sebagai pembeli dalam transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
Dapat dikatakan bahwa bentuk pelayanan Anjak piutang meliputi 2 hal
sebagai berikut :
1. Pelayanan pembiayaan
Pada pelayanan ini, jasa yang diberikan oleh Perusahaan Anjak Piutang
kepada Klien didasarkan alasan-alasan keuangan.
2. Pelayanan Non Pembiayaan
Pada pelayanan ini, jasa yang diberikan oleh perusahaan Anjak Piutang

kepada Klien adalah dengan melakukan kegiatan pengurusan atau




penatausahaan piutang Klien. Dengan demikian Klien tidak perlu lagi
menyeienggarakan sendiri pembukuan atas tagihan-tagihannya.

Apabila ditinjau dari pengertian usaha Anjak piutang atau dalam bahasa
Indonesia disebut anjak piutang tersebut adalah suatu usaha yang dilakukan oleh
individu atau perusahaan untuk membeli piutang baik dalam bentuk account
receivable ataupun promissory notes atas dasar suatu tingkat diskonto (discount
rate) tertentu dari penjual. Atas dasar ini kemudian piutang dan resikonya beralih
kepada usaha Anjak piutang setelah Si penjunal pintang mendapatkan pembayaran.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi pokok dari usaha
Anjak piuntang adalah untuk memenuhi kebutuhan dana lancar bagi usaha-usaha
yang menjual barang dan jasa secara kredit dan menerima pengalihan piutang
dengan suatu diskonto tertentu dari usaha-usaha bermaksud.

Oleh Munir Fuady obyek bisnis Anjak piutang, dapat disebutkan sebagai
berikut :*

1. Piutang yang terdin dari dar seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari
suatu perusahaan vang belum jatuh tempo.

2. Piutang vang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.

3. Piutang vang timbul dari suatu proses pengiriman barang. Jadi sebagai
pengganti L/C.

4. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu vang belum jatuh tempo.
Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan, dan

sebagainva.

* Munir Fuady,op.cit. Him 88




Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
mengenai I"roses pengalihan piutang mendapat pengaturannya di dalam Pasal 613
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dan
barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta
(otentik atau dibawah tangan), yang disebut dengan “akte cessie”. Sementara itn,
penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, dan
penyerahan surat hutang atas perintah dilakukan dengan memben'kap bersama
endosemen surat ifu.

Selanjutnya sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan anjak
piutang pada khususnya dan perusahaan pembiayaan pada umumnya terutama
berasal dari modal sendiri dan modal luar yang sebagian besar dari pinjaman
pihak ketiga.

Pengawasan terhadap kegiatan berusahaan Anjak piutang dilakukan oleh
Menteri Keuangan. Dalam hubungan ini setiap Perusahaan Anjak Piutang
diwajibkan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara
tahunan kepada Menteri Keunangan.

Ada 3 (tiga) pihak yang terikat dalam kegiatan anjak piutang, yaitu
perusahaan penjual piutang (Klien), perusahaan anjak piutang (Factor), dan
perusahaan pelanggan (Client’s Trade Customer). Perusahaan penjual piutang
(Klien) adalah pthak yang memiliki piutang dagang yang timbul; dari penjuaian
barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan dengan pembayaran secara kredit
atan pembayaran tempo. Perusahaan pelanggan adalah pihak yang mempunyai
utang kepada perusahaan penjual piutang sebagai akibat pembelian barang atau

jasa dan perusahaan penjual piutang dengan pembayaran secara kredit atau




- pembayaran tempo. Sedangkan perusahaan anjak piutang adalah sebagai pihak

pembeli pfutang atau sebagai pihak yang menerima pangalihan piutang. Dari sini
tampak adanya hubungan hukum yang akan mengkaitkan adanya prestasi dan
kontra prestasi.

Piutang atau tagihan yang menjadi obyek transaksi anjang piutang biasanya
tagihan jangka pendek yang timbul akibat penjual barang atan jasa (kecuali jasa
keuangan) dengan pembayaran secara kredit atau pembayaran jatuh tempo. >

Transaksi Anjak piutang bukan transaksi pinjaman, tetapi merupakan
transaksi penjualan tagihan dari pihak Klien kepada perusahaan Anjak piutang,
atas dasar nama perusahaan Anjak piutang kepada Klien setelah pembayaran
penuh diterima dari customer setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-
biaya yang diperhitungkan oleh perusahaan Anjak piutang.®

Dalam hal perusahaan memberikan jasa pembiayaan tersebut, Perusahaan
factor dapat membeﬁk.an preﬁnz.mcing sampai 80% atau bahkan sampai dengan
90% dari jumlah piutang dagang, segera setelah diadakan kontrak Aujak piutang
dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang kepada perusahaan factor. Tansaksi
dapat dilakukan atas dasar resource factoring, restko bad debts tetap berada pada
klien, sedangkan dalam factoring without resource Perusahaan Anjak piutang
mengambil alih resiko bad debts.

Dengan demikian kegiatan utama perusahaan anjak piutang tersebut adalah

memberikan jasa fasilitas kenangan (pembiayaan) dengan cara pembelian piutang-

? Kamedi Djairan,op.cit. Him 35
¢ Harry Harsojono Notodipuro, op.cit, Him 27,
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- piutang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan, baik
domestik ﬁaupm ekspor.

Fasilitas anjak piutang yang diberikan dalam kaitan dengan transaksi
perdagangan di dalam negeri disebut sebagai “Domestic Factoring Facility™.
Sedangkan fasilitas anjak piutang yang diberikan dalarn kaitan dengan transaksi
perdagangan antara negara tersebut sebagai “International Factoring”.

Di samping itu sejalan dengan perkembangan bisnis, Perusahaan Anjak
Piutang juga diberi kesempatan untuk memberikan fasilitas jasa non keuangan
seperti, manajemen kredit, administrasi kredit dan penagihan piuting. Dengan
adanya eksistensi Perusahaan Anjak Piutang, diharapkan akan mempercepat laju
transaksi dagang dan membantu dunia usaha dalam mengatasi kesulitan cash
flownya.

Kegiatan anjak piutang tersebut dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga
Kevnangan Bukan Bank serta lsefusahaar{ |Pembiayaan, baik Perusahaan
Pembiayaan yang bergerak pada beberapa bidang pembiayaan ataupun hanya
dalam factonng saja.

Karena hasil-hasi pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang
meliputi berbagai sektor perekonomian, dengan demikian dari segi permintaan
diperkirakan mampu memberikan peluang bagi pengembangan kegiatan anjak
piutang. Kegiatan tumbuhnya kegiatan di bidang perdagangan, makin
berkembangnya kegiatan sektor manufaktoring dan jasa, serta digalakkannya
usaha meningkatkan ekspor non migas, kesemuanya merupakan faktor pendukung

yang positif dalam usaha mengembangkan kegiatan Anjak piutang. Namun




" demikian peluang yang mampﬁ memungkinkan dikembangkannya kegiatan Anjak
pintang tersebut membutubkan penanganan-penanganan khusus, tidak hanya
penaniganan dalam aspek komersial melainkan juga membutuhkan penanganan
dalam aspek hukum sebégai dasar semua kegiatan transaksi, dalam hal ini adalah
" transaksi anjak piutang.

Di dalam kegiatan utama Perusahaan Anjak piutang (Factoring) yang
memberikan jasa pembiayaan dengan cara pembelian pintang-piutang jangka
pendek yang timbul dan transaksi dagang tersebut, maka perusahaan anjak
piutang di sini bertindak sebagai pembeli piutang. Sedangkan perusahaan yang
memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak pintang dengan menjual
piutang atan tagihannya tersebut disebut sebagai penjual pintang, secara kredit
kepada pihak ketiga. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang
penm ini meliputi

a. Perusahaan Anjak Piu~tang (Factoring Company).
b. Pihak penjual piutang atau tagihan (Klien, Client).
¢. Pihak yang berhutang'(debitor, nasabah, customer).

Tidak semua piutang bisa diserahkan atau bisa dijual kepada perusahaan
Anjak Piutang. Perusahaan anjak piutang mempunyai pedoman sendiri, khususnva
yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besamya
setiap faktur yang dikeluarkan.

Ciri penting lainnya dari anjak piutang adalah bahwa transaksi anjak
piutang tersebut kontinyu vang dilakukan berdasarkan Factoring Agreement

antara Perusahaan Factoring (Factor) dengan Kliennya.




Ada dua bentuk Factoring Agreement yang lazim dilakukan dalam praktek
transaksi factoring yaitu: Pertama, dalam bentuk penawaran pepjualan tagihan
yang diajukan oleh Klien kepada Perusahaan Anjak Piutang. Menurut bentuk ini,

Factoring Agreement dianggap ada setelah Perusahaan Anjak Pintang dapat

* menerima penawaran penjualan tagiban yang dilakukan oleh pihak klien. Dalam

kaitan ini penawaran diterima dengan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis
oleh perusahaan anjak piutang, tapi ada kalanya cukup dilakukan dengan
mengkreditkan jumlah tagihan untuk klien, sehingga tidak perlu menanggung bea
materai. Kedua, dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedﬁa belah pihak yang
menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak Klien, baik
yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam
kaitan ini, maka atas penjualan kredit yang fakturnya kepada pihak perusahaan
anjak piutang untuk memperoleh Advance payment.’

Dalam proses transaksi anjak piuténg, piutang vang dipunyai oleh klien
dialihkan (dijual) kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnva dalam KUH
Perdata (Pasal 613) dapat dijumpai ketentuan tentang pengallihan piutang (cessie)
perlu diperhatikan ketika melakukan transaksi factoring ini. Peralihan piutang ini
dilakukan dengan membuat akta cessie. Selanjutnya dilakukan pemberitahuan
kepada customer, dalam suatu surat pemnyataan yang dibuat oleh client kepada
customer yang menyebutkan bahwa pintang telah dialihkan kepada Perusahaan

Anjak Piutang.

7 Hary Harsojono Notodipuro, op.cit Him 28.
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Tindakan vyang dilakukan oleh penjué] piutang untuk mengalihkan
piutangnya tersebut kepada perusahaan Anjak Piutang guna méndapatkan fasilitas
pembiayaan setelah terlebih dahulu melakuvkan transaksi penjualan barang/jasa
secara kredit kepada pihak ketiga (customer) tersebut, akan menciptakan
perbuatan-perbuatan hukum, yang tentunya akan mempunyai akibat hukum.

Dari kondisi vang demikian te;iumya membutuhkan perlindungan hukum,
baik pada aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya
hubungan-hubungan hukum dalam transaksi anjak piutang tersebut.

Perlindungan hukum dalam transaksi anjak piutang tersebut semakin
penting mengingat bahwa dalam transaksi anjak piutang sifatnya jual beli piutang,
maka perhatian pada perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar transaksi
anjak piutang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, masalah
pemberitahuan kepada dan persetujuan dart pihak perusazhaan pelanggan
merupakan hal yang penting dalam transaksi anjak piutang. |

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut keputusan Menteri Keuangan
No0.1251/KMK.031/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor
468/KMK.017/1995 (sebagai landasan operasional), tidak mengatur sama sekali
hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian anjak piutang
tersebut.

Disamping itu ketentuan yang menetapkan pengawasan dan pembinaan
serta membenkan perlindungan belum nampak dan ketentuan-ketentuan yang ada
Belum adanya perfindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam kegtatan

Anjak Piutang, karena Keppres no.61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri

10




Keuangan no. 448/KMK017/2000 hanya mengatur prosedur perijinan perusahaan
Anjak Piuiang.Sehingga perlu dikeluarkan peraturan Perundang-undangan yang
mengatur persyaratan yang harus dipenubi para pihak ,disamping tetap
menggunakan azas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).Maka
Perlindungan hukum antara para pihak dikembalikan pada kontrak yang
dilakukan. Dengan demikian, hubungan para pihak dalam suatu transaksi Anjak
Piutang hanya didasarkan p_ada pesetujuan para pihak yang berpedoman kepada
ketentuan BUKU Il KUH Perdata.

Dalam perjanjian anjak piutang cenderung merumuskan ketentuan-
ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang berlebihan bagi pihaknya,
tanpa memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak Klien. Untuk itu perlu ada
perlindungan hukum agar keduva pihak dalam perjanjian anjak piutang itu
terlindungi. Perlindungan hukum itu meliputi :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah
2. Perlindungan hukum melalui perjanjian anjak piutang.
3. Perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa.

Meskipun sudah ada upaya untuk melindungi para pihak dalam perjanjian
anjak piutang, ternyata dalam praktek perlindungan hukum terhadap klien
cenderung diabaikan.

Penangarnan dalam perlindungan hukum, antara lain adalah menyangkut
pengalihan piutang, bagaimana kontruksi hukum pengalihan piutang pada
transaksi anjak piutang tersebut dalam hukum Indonesia. Apakah pengalihan

piutang atau tagithan vang dilakukan baik berdasarkan dokumen ataupun
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" pemberitahuan secara tertulis ataupun tidak oleh pihak-pihak dalam transaksi
Anjak piuntang tersebut dapat menjamin kepastian hukum

Perlindungan hukum yang lain juga menyangkut kemungkinan terjadinya
kegagalan penagihan (non pembayaran), mengingat sctiap bisnis pasti
mengandung risiko. Apabila bisnis yang berkaitan dengan penyediaan dana
seperti anjak piutang.

Agar terjadi suatu perlindungan hukum diperlukan pihak-pihak yang
bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan
hubungan tersebut adalah obyek hukum.

Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan
perlindungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Selanjutnya tiap perlindungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang
d@se.but:

a. Kewenangan, yvang disebut hak, dan

b. Kewajiban, adalah segi pasif

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dalam transaksi factoring terdapat
3 (tiga) pihak utama, yakni Perusahaan Factoring (Factor), Klien dan Customer.
Transaksi factoring tersebut pada dasamya merupakan suatu pengalihan mutlak
atau penjualan oieh pihak Klien kepada Perusahaan factoring (#actor) atas hutang
pihak ketiga (Customer) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara
kredit dari pithak Klien,

Dari sini tampak adanya perlindungan hukum yang terjadi antara :

1. Perusahaan Factoring ({“actor) dengan Klien




- 2. Perusahaan Factoring (Factor) dengan Customer
3. Klien dcngan Customer
Sedangkan piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau
jasa, yang kemudian dialihkan tersebut menjadi obyek dari transaksi factoring.
Keppres No. 61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988  juncto  Keputusan Menteri Keuangan Nomor
468/KMK/017/1995, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para
pihak yang terkait dalam tramsaksi anjak piutang/factoring tersebut. Dengan
demikian mengandung pengertian bahwa s¢jauh ini, perangkat hukum Indonesia
memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk untuk secara bebas
menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap berpegang
pada prinsip umum perjanjian.
Dari naskah perjanjian factoring dapat diketahui, perlindungan hukum bagi
' pfhak ser.ta .seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.
Dengan demikian dalam Perlindungan hukum itu terdapat unsur-unsur
antara lain :
a. Adanya orang atau badan yang hak/kewajibannya saling berhadapan
b. Adanya obyek yang berlaku berdasakan hak dan kewajiban tersebut di
atas.
¢. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau
adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

Perlindungan hukum daiam transaksi Anjak Piutang meliputi;




-1

3.

Perlindungan Hukum Pemerintah

Untuk rmemantau apakah perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anjak

Piutang sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian serta prinsip dan tujuan

anjak piutang, pemerintah mewajibkan Pernsabaan Anjak Piutang untuk

melampirkan format perjanjian anjak piutang pada waktu mengajukan
permohonan ijin pendirian usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya
kurang ada kepastian.

Perlindungan hukum dalam perjanjian anjak piutang

Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada ketidakseimbangain hak dan

kewajiban para pihak, karena lebih menekankan pada kewajiban klien dari

pada haknya, dan pada sisi [ain lebih menekankan pada hak Perusahaan Anjak

Piutang dari pada kewajibannya. Bahkan ada hak klien yang justru menjadi

hak Perusahaan Anjak Piutang. Hal ini terlihat dari :

a. Adanya kewajiban klien unulic inenyerznlhllcan jaminan scbagat salah satu
syarat untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang.

b. Adanya klausul ; With recourse yang diberlakukan dalam segala keadaan,
adanya kewajiban bagi klien untuk memberikan informasi tentang keadaan
customer dan melindungi kepentingan Perusahaan Anjak Piutang dalam
segala hal, serta adanya kewajiban bagi klien untuk membantu
pelaksanaan penagihan.

Perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa. Cara penyelesaian sengketa

antara para pihak sebenarnva ada tiga macam, yaitu musyawarah, arbitase, dan

peradilan umum. Akan tetapi ternyata yang selalu dipakai adalah cara
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musyawarah. Hal imi dikarenakan para pihak lebih mengutamakan hubungan
baik antara para pihak dan menjaga nama baik perusahaan. Dalam
musyawarah ini ternyata ada tiga cara penyelesaian yang sudah dibakukan
“oleh Perusahaan Anjak Piutang, yang hanya menguntungkan pihak
Perusahaan Anjak Piutang,

Pada pihak lain, kedudukan hukum Perusahaan Anjak Piutang adalah sangat
riskan, karena pada hakekatnya dalam transaksi Anjak piutang tidak dikenal
lembaga jaminan dalam bentuk security.

Hubungan hukum dalam transaksi anjak piutang tentunya membutuhkan
pengaturan yang akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua
pihiak yang berkepentingan tersebut.

Dalam hal ini oleh Emmy Pangaribvan dikatakan bahwa meskipun
perjanjian anjak piutang tidak tergolong ke dalam jenis-jenis perjanjian yang telah
dikéné! di dalam KUH Perdata. Hal itu tidak menjsidib masalz;h 'karena hukum
perjanjian yang diatur dalam Buku ke tiga KUH Perdata menganut sistem terbuka
dalam pengertian bahwa dibertkan kebebasan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian dengan persyvaratan atau isi yang mereka kehendaki asal
hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, ?
Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat -

hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara

¥ Munir Fuady, “Hukwm Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Prakiek”, Penerbit
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm 105.

® Emmy Pangaribuan Simanjuntak. “ Lembaga Pembiayaan, ® Penerbit Yogyakaria :
Fakultas Hukum UGM, 1994, Hlm 21.
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. bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing (dengan berpegang pada
prinsip-priﬁsip umum perjanjian)

Berdasarkan pada uraian tersebut maka sangat beralasan kiranya apabila
penelitian mengkaji dan menganalisis teﬁtang perlindungan hukum dari tantangan

- transaksi anjak piutang tersebut. -

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan anjak piutang,
maka penelitian ini permasalahannya dibatasi pada perlindungan dari transaksi
anjak piutang khususnya pada jasa financial (pembiayaan).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan permasalahan
tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana konstriksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang

tersebut dalam hukum Indonesia ? |

2. Bagaimana perlindungan hokum bagi para pihak dalam transaksi amjak

piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Secal;a umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan
dan mengungkapkan aspek hukum pada transaksi factoring. Sedangkan secara
khusus dimaksudkan untuk :
1. Memperoleh penjelasan tentang kontruksi hukum pengalihan piutang pada

transaksi anjak piutang dalam hukum Indonesia serta dalam mengkaji
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kesesuaian dan ketidak sesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

. Mengkaji dan mengungkapkan perlindungan hukum para pihak dalam

transaksi anjak piutang.

. Memperoleh gambaran tentang pemanfaatan jasa pembiayaan melalui

Perusahaan Anjak Piutang sekaligus pelaksanaan perjanjian Anjak piutang

bagi kalangan dunia usaha.

. Memperoleh penjelasan tentang wpaya-upaya vang dilakukan Perusahaan

Anjak Piutang dalam rangka melindungi kepentingan terhadap Klien dan

Customer.

. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

. Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atan masukan bagi policy
maker dalam mengambil keputusan atan membuat kebijakan yang
berkaitan dengan transaksi anjak piutang.

b. Bermanfaat bagi kalangan dunia usaha yang kurang memahami bagaimana
pelaksanaan transaksi anjak piutang.

c. Bermanfaat bagi masyarakat lnas yang berkepentingan berupa masukan

mengenai perlindungan hukum dalam transaksi anjak piutang.
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- 2. Teontis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum

transaksi anjak piutang.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang

tersusun atas 5 (lima) bab . Antara bab yang satu dengan yang lain mernpakan

satu kebulatan isi yang saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB

BAB 11

: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul yaitn dengan
semakin berkembangnya perusahaan factoring sebagai alternatif
pembiayaan di Indonesia, maka penulis tertarik dengan .pelaksaanaan
perjanjian anjak piutang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan
anjak piutang. Dalam bab ini juga menguraikan tentang perumusan
masalah, tujuan penclitian, kegunaan penelitian dan sistematika

penulisan tesis.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan mengemukakan teori-teonn dan
pendapat para ahli yang berhubungan dengan hasil penelitian dan
pembahasan masalah vaitu mengenai pengertian-pengertian  dan

pengaturan anjak piutang, sejarah perkembangannya, unsur-unsur
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anjak piutang, jenis-jenis anjak piutang, isi perjanjian anjak piutang
| dan mekanisme anjak piutang.
BAB III : METOPOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini,

yaitu terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik

pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang

mengacu pada Bab II sebagai landasan teori, yang terdiri dari :

a. Hasil penelitian berisi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Sedangkan pembahasan dari hasil penelitian menguraikan
pembahasan dari masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu
tentang pelaksanaan perjanjian anjak piutang, kontruksi hukum
perjanjian anjak piutang, tanggung jawab masing-masing pihak
yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang,
hambatan-hambatan yang timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan
perjanjian anjak piutang.

BABYV : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan penelitian imi dan saran-saran dari

penulis tentang masalah-masalah vang dibahas datam tesis ini.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anjak Piutang

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, jadi
terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anjak berarti berpindah,
béringsut, bergerak. Sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan (yang dapat
ditagih dari orang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan
akan dilunasi di waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. '

Menururt Black’s Law Dictionary, Factoring mengandung pengertian sebagai

berikut ;'

“Sale of account receivable of firm to a factor at discounted price. The purchase

of account receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk

of loss in return for some agreed discount”,

Rumusan pengertian Anjak piutang yang diberikan oleh Black’s Law
Dictionary tersebut mengandung pengertian bahwa Anjak piutang adalah penjualan

piutang kepada Perusahaan Anjak piutang dengan suatu harga diskonto tertentu.

Pembelian piutang tersebut dengan memperhitungkan risiko terhadap kegagalan

' Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta : Balai
Pustzaka, 1988, him 40 dan 689.

1 Henry Cambell, Black’s Law Dictionary, 5T Paul Minh : West Publishing CO, 1979,hlm 532.




pembayaran. Secara ringkas unsur-unsur pokok yang termuat pada pengertian diatas
adalah :
1. adanya jual-beli piutang ;
2. adanya pihak penjual dan pembeli piutang
3. adanya diskonto (discounted price);
4. adanya risiko kegagalan penagihan (bad debts).
Kemudian menurut V.P.G de Seriere Factoring adalah : '2

“the salf accounts receivable of a business enterprise to a factoring company at
a discounted price”

Rumusan pengertian dari VV.P.G de Seriere mengandung pengertian bahwa
Anjak piutang adalah penjualan piutang kepadaPerusahaan Anjak piutang dengan
diskonto tertentu.

Unsur-unsur pokok yang termuat dalam pengertian tersebut adalah :

1. ada jual-beli prutang;
2. ada penjual dan pembeli prutang;

ada diskonto.

)

Selanjutnya menurut J.I.. Hanson (dalam A Distionary of fconomios and
Commerrs), disebutkan bahwa vang dimaksud dengan fuctoring adalah perusahaan
yang mengambil alih tugas menagih piutang dagang atas nama perusahaan lain dan

memungkinkan perusahaan itu mengasuransikan tagihan macet mereka, membeli

12 v p.G de Seriere. Factoring in Indonesia (Legal Aspect) artikel : Financia Multi Finance,
Januari 1984, him 1.




semua faktur tagihan. Kliennya dan melakukan tagihannya sendiri, dengan demikian
klien akan memperoleh uang tunai, sehingga menambah permodalan.

Sedangkan Marzuki Usman mehgatakan bahwa anjak piutang adalah
merupakan usaha untuk membeli piutang baik dalam bentuk account receivable
(tégihan yang bisa diterima) atau promissory nofes (surat sanggup) atas dasar tingkat
diskonto ( discount rate) tertentu dari si penjual atau klien, sehingga aktivitas
penagihan selanjutnya beralih kepada Perusahaan Anjak piutang.

Oleh Karnedi Djairan disebutkan bahwa, Anjak piutang tersebut berkaitan
dengan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembelian piutang jangka
pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 14

Anastuty kusumawﬁdhmi menggunakan, bahwa pada hakekatnya factoring
merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang dalam
bentuk account rece:vabel promissory notes atas dasar tingkat diskonto tertentu dari
penjual, sehmgga aktivitas penagihan selanjutnya akan beralih kepada Perusahaan
anjak piutang. ©

Selanjutnya Ramlan Ginting memberikan definisi anjok piutang scbagai
hubungan hukum antara factor dengan klien yang menjual barang atau jasa kepada
nasabahnya, dengan nama Perusahaan Anjak piutang membeli piutang dagang klien

dengan atau tanpa rekors (recourse) terhadap klien dan dalam hubungan demikian

* Infobank.No 159 Tahun 1993,him 8.

¥ Karnedi Dijajaran,”fembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia
{/saha *° Pengembangan Perbankan Edisi Nopember — Desember.him 54.

15 zainal Asikin,'Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia,” Jakarta,Penerbit: PT. Graffindo
Persada, 1995,him 38.
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perusahaan ﬁengawaéi kredit yang diberikan klien kepada nasabahnya dan
memelihara buku besar (sales ledger) klien.

Kemudian Saleh Affif menyebutkan bahwa anjak piutang merupakan usaha
pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusabhaan sehingga para
nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya. 16

Selanjutnya Erwin mengartikan Anjak piutangr sebagai suatu alat dengan alat
mana keperluan-keperiuan finansial short term dapat dipenuhi melalui penjualan-
penjualan current assets (incasu receivable). Bukan melalui pengambilan pinjaman
atau kredit dagang. Sedangkan oleh Abdurrachman dikatakan bahwa current assets
adalah semua aset yang berharga bagi perusahaan dan mempunyai nilai nyata , yakni
uang tunai, tanggungan-tanggungan, barang-barang dan bahan-bahan baku di dalam
persediaan atau inventaris, rekening-rekening, nota-nota yang akan dapat diterima
pembayérannya.

Ganie mengatakan bahwa anjak piutang merupakan kebutuhan nyata dalam
dunia usaha dengan suatu tujuan komersial tertentu, yaitu suatu alternatif pembiayaan
perusahaan dalam bentuk “off balance sheet”. Anjak piutang disini sebenamya
mencakup serangkaian perbuatan lembaga hukum yang secara komersial bertujuan

untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada klien dengan mengkonversikan piutang

16 Saleh Affif,” Perbarkan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain’’, Pengembangan Perbankan
Edisi Nopember- Desember 1993 hlm 85.
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(tefutama piutang jangka pendek) menjadi uvang tunai guna membiayai atau
memperlancar kegiatan usaha klien. 7
Pada akhimya dari beberapa perigertian teoritik mengenai Anjak piutang
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Dalam kegiatan anjak piutang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
- ada pembeli atau pengurus piutang;
- ada penjual piutang;
- ada pihak yang berhutang.
2. Kegiatan anjak piutang tersebut meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang)
serta pengurusan piutang.
3. Jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.
4. Piutang/tagihan yang diperjualbelikan adalah tagihan jangka pendek.
5. Tagihan yang dilperjual-belikan itu berasal dari transaksi perlciagangan. d;ﬂam
negeri atau luar negeri.
Anjak piutang secara formal diintrodusir pada akhir tahun 1988, yaitu melalui
Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakdes

1988.

17 Mohamed ldwan Genie, Aspek Hukum Factoring Di Indonesia, Makalah pada Seminar Anjak
Piutang (Factoring Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan
Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989 him 73-74
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Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Kenangan No.448/KMK.017/2000
serta Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. |
Pasal 1 ayat (8) Keppres No.61 Tahun 1988 menyebutkan bahwa :

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.

Sedangkan  Keputusan Menteri Keuangan  No.448/KMK.017/2000,
mengelaborast kegiatan anjak piutang berupa kegiatan dalam bidang :

Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

1. Penata usahaan penjualan “kredit” dan penagihan piutang perusahaan klien.

Délam hal ini Fuady berpendapat, bahwa penata usahaan penjualan kredit pada
poin 2 tersebut diatas berbeda dengan pengertian kredit pada bank. Kredit yang
dimaksud disini adalah kredit dalam arti piutang dagang jangka pendek yang belum
dilunasi oleh debitur. Karena jika ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank,
maka tidak sesuai dengan Keppres No.61 Tahun 1988 tersebut, dan tentunya akan
bertentangan dengan hakikat kegiatannya, yang selalu mengkhususkan diri hanya
terhadap peralthan piutang dagang semata-mata.

Kemudian Pasal 6 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan memberikan batasan tentang pengertian anjak piutang. Menurut pasal

tersebut Anjak piutang adalah :
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pengalihan piutang/Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari
transaksi perdagangan dalam atau Iuar negeri, yang dilakukan dengan cara
pembelian . :
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, baik pengertian teoritik maup

yuridis mengandung pengertian yang sama yaitu :
1. Kegiatan anjak piutang tersebut melibatkan 3 pihak, yaitz adanya penjual
piutang, pembeli piutang, pihak yang berhutang (karena jual beli barang/jasa).
2. Kegiatan anjak piutang meliputi pengalihan piutang (jual belt piutang) serta
pengurusan piutang.
3. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
4, Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam
dan luar negeri.
2. Bentuk usaha dan Perizinan Anjak piutang
2.1. Bentuk Usaha
Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi batk
perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha, baik‘ yang
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan
ekonomi tersebut pada hakekatnya merupakan kegiatan menjalankan perusahaan,
yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang
dimaksud harus dilakukan oleh : '®

- Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus.

'¥ Sri Rejeki Hartono, Pembinaan Cita Hukum Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek
Hulum Dagang dan Huknm Ekonomi), Majalah Nasional No.2 Tahun 1995, him 121.
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- Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan Ilegal).
- Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik
untuk diri sendiri atau orang lain.

Perusahaan anjak piutang sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan
perusahaan dalam pengertian melakukan kegiatan yang terus menerus, secara terang-
terangan dalam rangka mencari keuntungan, sebagai lembaga/institusi yang dapat
melakukan kegiatan tersebut, pada dasarnya dapat dalam berbagai bentuk dengan
_status badan hukum atau bukan.

Perusahaan Anjak piutang yang merupakan lembaga pembiayaan, dapat

dilakukan oleh :
1. Bank.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

. Perusahaan Pembiayaan

w

Sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan pembiayaan,
Perusahaan Anjak piutang tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. 19

Perusahaan Anjak piutang yang berbentuk Perseroaan Terbatas, dapat dimihki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

B

. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia (usaha patungan).

. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing tersebut, ditentukan sebesar-

']

besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

¥ periksa Pasal 3 ayat(2) Keppres No.61Tahun 1988 dan Pasal 9ayat (2) Keputusan Menteri
Keuangan.
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2.2. Perizinan

Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut
hukum izin berfungsi bila dunia usaha membutuhkannya Dengan perkataan lain dunia
usaha akan berkembang bila izin yang di berikan mempunyai satu kekuatan pasti,
dengan demikian dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi nyaman.

Berkaitan dengan perizinan bagi lembaga pembiayaan (factoring), telah diatur
didalam keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan
Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri
Keuangan No 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan
No 1251/KMK.031/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan
Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada tahun 2000 Keputusan ~Keputusan
Menteri tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan
Keputuslan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan.

Didalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Meﬁteri Keuangan No.
448/KMK.017/2000 diatur bahwa untuk dapat melakukan wusahanya maka,
perusahaan anjak piutang tersebut wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Kemudian Pasal 10 Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
448/KMK.017/2000menetapkan bahwa untuk memperoleb izin usaha sebagai
Perusahaan Amnjak piutang, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan

permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :
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1. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

2. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu
bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;

3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;

4. Daftar susunan pengurusan perusahaan, disertai;
a. identitas diri;
b. daftar nwayat hidup;
c. bukti berpengalaman operasional;
d. surat pernyataan tidak tercatat sebagai debitur macet.‘

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaar;;

6. Neraca Pembukuan Perusahaan;

7. Perjanjian usaha patunéan antara pthak asiné rdan pi.ha;k Indonesia bagi
perusahaan patungan;

8. Sufat pernyataan tidak berkeberatan dan Bank Indonesia bagi bank yang
menjadi pemegang sabam perusahaan;

9. Penjelasan Direksi perusahaan tentang kesiapan operasional.
Pemberian izin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan izin usaha akan berlaku selama
perusahaan masih menjalankan usahanya. Pemberian izin usaha untuk lembaga

pembiayaan tidak dikenakan biaya.

29




Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan
bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang
diberikan. Penghentian atau pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah
diberikan pemnyataan secara teriulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali
berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan dan telah dilakukan pembekuan
kegiatan atas 1zm usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir.

Dari beberapa ketentuan tentang perizinan dengan meminimalkan pengaturan
serta memberikan kemudahan dalam tata cara pendirian. Lembaga Pembiayaan
(Factoring) di Indonesia tersebut, kiranya cukup jelas bahwa hal tersebut didasarkan
pada pertimbangan pemerintah wuntuk lebih meningkatkan keberadaan perusahaan
anjak piutang bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain sehingga dapat
menunjang efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

B. Dasar Hukum Anjak Piu.taﬁg N
1. Dasar Hukum Anjak piutang

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum indonesia menjadi dasar hukum
bagi eksistensi jasa Anjak prutang. Disini dapat dikelompokkkan menjadi dua yaitu
ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan-
ketentuan hukum yang bersifat administratif.

1.1. Dasar Hukum Substantit
1.1.1. Dasar Hukum Substantif Murni
Bahwa yang menjadi dasar hukum substantif murni bagi kegiatan Anjak

piutang adalah “asas kebebasan berkontrak™.
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Asas kebebasan berkonirak didalam kitab hukum tercermin dari ketentuan
pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undémg bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini
mengandung arti, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dapat
menyepakati apapun antara mereka.

Selama apa yang disepakati itu sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kesepakatan itu mengikat mereka yang
mengadakan layaknya undang-undang, konsekuensinya adalah, terhadap mereka yang
membuat perjanjian tersebut, tidak dapat menyimpanginya. 2°

Dengan demikian jika memenuhi syarat sahnya perjanjan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dipenuhi empat syarat sebagai
berikut

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal.

KUH Perdata tersebut, perjanjian sah adanya serta mempunyai kekuatan yang
sama dengan undang-undang. Karena itu, jika dalam perjanjian anjak piutang
memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, kekuatannyapun menjadi sama dengan

undang-undang jadi meskipun transaksi anjak piutang belum diatur secara jelas dalam

2 Setiawan, Menwrunnya  Supremasi  Asas  Kebebasan  Berkontrak, Newsletter NO.

15/1V/Desember/1993, him 1.




hukum, para pihak (Perusahaan Anjak piutang dan Klien) mereka bebas untuk
membuat perjanjian anjak piutang dan melakukan transaksi tersebut.
1.1.2. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedural

Dasar hukum substantif bertendensi prosedurat ini dapat dilihat di dalam KUH
Perdata dan KUH Dagang,

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang relevan dengan kegiatan Anjak
piutang antara lain :

a. Pasal 613 KUH Perdata (mengatur pengalihan piutang)
Pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533 dan 1534 (mengatur penjualan piutang)
b. Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUHD (mengatur tentang promissory

notes/surat sanggup) |
1.2. Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum yang bersifat adminiétratif i masth dikelompokkan menjadi dua,
yaitu :
1.2.1. Dalam tingkat undang-undang

Undang-undang No 7 Tahun!992 tentang Perbankan.

Pasal 6 huruf 1 UU No. 7 Tahun 1992 memberi dasar hukum kepada bank

untuk melakukan kegiatan Anjak piutang, sekaligus memberikan batasan-

batasan pengertian tentang anjak piutang.

Menurut Pasal 6 huruf 1 UU No. 7 Tahun 1992, Anjak piutang merupakan

kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi




perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pembelian
atau pengalihan piutang.
1.2.2. Peraturan lainnya, antara lain
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang
lembaga pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan .

- Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988Tanggal
20Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.

- Keputusan Mentei Keuangan No.448/KMK .017/2000  Tentang
Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam keempat peraturan tersebut hanya mengatur tentang usaha tata cara

pendirian, permodalan serta pengawasan Perusahaan anjak piutang.
2. Obyek Transaksi anjak piutang
Selanjutnya di dalam Keputusan Mentert Keuangan No. 448/KMK.017/2000
tidak disebutkan secara terperinci mengenal obyek dari transaksi anjak piutang,
namun dari tekanan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kegiatan anjak piutang
meliputi :
1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari

transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.




2. Penatausahaan penjual kredit serta penagihan piutang perusahaan Klien.

Maka dapat disebutkan disini bahwa obyek dari transaksi anjak piutang tersebut
adalah piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri.

Piutang manél kemudian oleh Klien dialihkan kepada Perusahaan anjak piutang .

Menurut Mariam Darus Badrulzaman piutang adalah hak tagihan oleh kreditur
terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. *'

Ditinjau dari definisi teoritik, obyek dari transaksi Anjak piutang tersebut
adalah account receivable (Black, V.P.G de Seriere, J. Hanson, Marzuki Usman,
Anastuti Kusumawardani, Erwin) dan promissory notes (marzuki Usman, Anastuti
Kusumawardan'j).

| Oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa promissary notes (surat
sanggup), jika ditinjau dari sudut isi perikatannya, yakni termasuk tagihan hutang
(schuldvorderingspapier), akan tetapi tergolong ke dalam kritertum “janji untuk
membayar” (betalingsbelofte). **

Dengan demikian karena promissory notes tersebut termasuk surat tagihan
hutang, dengan demikian secara teoritis dapat menjadi obyek dan anjak piutang.

Selanjutnya pengaturan mengenai promissory notes tersebut, tunduk pada

ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 — 176 KUH Dagang.

' Mariam Darus Badrulzaman,” Bab-bab Tentang Creditverband”, Gadai dan Fiducia, Bandung :

Penerbit Alumni, 1987, hlm 66.

2 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Penerbit Yagyakarta :

Seksi Hukum Dagang Falkultas Hukum UGM, 1982,him 134.
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Piutang juga dibedakan atas piutang yang sudah ada dan piutang yang akan ada.
Piutang yang belum ada, dibedakan menjadi :
1. Piutang yang relatif belum ada. L
| 2. Piutang yang absolut belum ada.
Selanjutnya untuk jangka waktu piutang, kiranya jangka waktu seperti halnya
jangka waktu pemberian kredit, dapat dijadikan pedoman, yaitu :
1. Jangka pendek diartikan jangka waktu maksimum 1 tahuﬁ;
2. Jangka menengah diartikan jangka waktu 1 tahun s/d 3 tahun ;
3. Jangka panjang diartikan jangké waktu lebih 3 tahun (Badrulzaman, 1991 : 64)
3. Pihak-pihak Dalam Anjak Piutang
Dalam transaksi anjak piutang domestik, terdapat 3 (tiga) pihak antara lain :
a. Perusahaan Anjak piutang sebagai pembeli piutang.
b. Klien sebagai penjual piutang.
c. Customer sebagai pihak yang berhutang.
Kemudian jika obvek dari Anjak piutang tersebut adalah promissory notes
(surat sanggup) ada pihak lain lagi yang terlibat yaitu bank .
4, Perlindungan Hukum Dalam Anjak Piutang
Agar terjadi suatu perlindungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak
schagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari perlindungan hukum

tersebut adalah obyek hukum.




Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan perlin&ungan
hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Selanjutnya tiap perlindungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut:
a. kewenangan atau disebut hak dan,
b. kewajiban

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa, dalam transaksi Anjak piutang
terdapat 3 (tiga) pihak utama, yakni Perusahaan Anjak piutang, Klien dan Customer.
Transaksi Anjak piutang tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengalihanmutiak
atau penjualan oleh pihak Klien kepada ketiga (Customer) yang timbul sebagai akibat
pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak Klien.

Dari sini tampak adanya perlindungan hukum yang terjadi antara :

. Perusahaan Anjak piutang dengan Khen.
2. Perusahaan Anjak piutang dengan Customer.
3. Klien dengan Cutomer.

Sedangkan piutang atau tagihan yang timbul dari penjual barang atau jasa, yang
kemudian dialihkan tersebut menjadi obyek dari transaksi Anjak piutang.

Keppres No. 61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
448/KMK.017/2000, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak
yang terkait dalam transaksi anjak piutang tersebut. Dengan demikian mengandung
pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia membert kebebasan kepada
para pihak tersebut untuk secara bebas menentukan hak dan kewajiban masing-

masing pihak dengan tetap berpegang pada prinsip umum perjanjian.




Dari nasabah perjanjian Anjak piutang, dapat diketahui, perlindungan hukum

para pihak serta beberapa jauh hak dan kewajiban yang harus ditempuh oleh para

pihak.

lain :
a.
b.

C.

Dengan demikian dalam perlindungan hukum itu terdapat unsur-unsur antara

Adanya orang atau badan yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas.
Adanya perlindungan .antara pemibk hak dan pengembangan kewajiban atau
adanya perlindungan atas obyek yang bersangkutan,

Dalam perjanjian Anjak Piutang cenderung merumuskan ketentuan-ketentuan
yang memberikan perlindungan hukum yang berlebihan bagi pihaknya,tanpa
memperhatikan perlmdunga.n hukum bagi pihak lain.Untuk itu perlu ada
perfindungan hukum agar kedua plhak dalam perjanjian Anjak Piutang itu
terlindungi . Perlindungan hukum itu meliputi :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah.

2. Perlindungan hukum melalui perjanjian Anjak Piutang.

3. Perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa.

Meskipun sudah ada upaya untuk melindungi para pihak dalam perjanjian

Anjak Piutang ternyata dalam praktek perlindungan hukum terhadap para

pihak cenderung diabaikan.




- C. Pihak-pihak Dalam Anjak Piutang

Dan"batasan yang ditentukan di dalam Keppres No 61 Tahun 1988 serta
Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000, demikian juga dani
batasan pengertian teoritik anjak piutang dapat dilihat adanya beberapa pihak
yang terlibat didalam kegiatan anjak piutang yaitu :

1. Perusahaan Anjak Piutang

Yang dimaksudkan adalah perusahaan yang akan membeli/menerima
pengalihan piutang, yang berfungsi “perantara” antara klien dengan Costumer.
Yarig dapat menjadi perusahaan Anjak piutang adalah :

1. Perusahaan yang bergerak khusus Anjak piutang.

2. Perugahaan multi finance, yang di samping bergerak di bidang Anjak
piutang, tetapi juga bergerak di bidang usaha finansial lainnya, seperti
bidang usaha leasing, custumer finance, kartu kredit, dan sebagainya.

| 3 Bank' j'uga diperkenankan beroperasi di bidang usaha Anjak piutang

berdasarkan UU P.erbankan No.7 Tahun 1992, Pasal 6 huruf 1.

Jika Anjak pmtang itu berupa factoring Intema-si()nal, maka disamping
Perusahaan Anjak piutang yang domestik (I'mport Factor), terlibat juga
Perusahaan Anjak piutang luar negeri (Eksport Factor). Jadi ada 4 (empat) pihak
yaitu : Terhadap Anjak piutang yang mengunakan account receivable, prosedur
* pelaksanaannya dapat dilibat dalam skema benkut im :

1. Export Factor yaitu perusahaan yang akan membeli piutang.

2. Eksportir yémg akan menjual utangnya (klien).
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3. Importir yaitu orang atau badan hukum dengan mana Eksportir
‘melakukan trapsaksi jual beli antar negara.

4. Import Factor yaitu perusahaan di luar negeri yang akan membantu
Export Factor dalam mengawasi Import.

Export Factor merupakan penghubung dengan klien sedangkan Import
factor merupakan penghubung dengan Customer.

Sebagai perusahaan pembiayaan (pembeli pintang), maka ketentuan tentang
bentuk usaha, cara pendirian dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan dimuka
harus dipenuhi oleh perusahé Anjak piutang.

2. Penjual Piutang (Klien)

Yang dimaksud dengan klien adalah pihak yang mempunyai piutang,
dimana piutang tersebut kemudian dialihkan kepada Perusahaan Anjak pintang.

Menurut  Pasal 1 huruf m  Keputusan Menteri  Keuangan
No0.1251/KMK.013/1988 klien adaiah perusahaan yang menjual dan atau
mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan
kepada Perusahaan Anjak piutang .

Dari ketentuan tesebut disyaratkan, Klien harus merupakan suatu
perusahaan, dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk
menjual piutangnya kepada perusazhaan anjak pintang. Namun demikian tidak
berarti klien tersebut harus merupakan badan hukum, seperti halnya Perusahaan
Anjak piutang dimana ditetapkan harus berbadan hukum Perseroaan Terbatas atau

Koperasi. Jadi perusahaan yang dapat menjual piutangnya (klien) tidak ada
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- batasan dalam bentuk usahanya,bisa perusahaan yang bukan badan hukum, seperti

suatu firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.
3. Customer

-Adalah sebagai pihak . debitur. yang . berhubungan kepada kiien, yang

- selanjutnya dengan kegiatan Anjak piutang. Piutang yang terbit dari hutang

(karena jual beli barang/jasa) tersebut dialihkan kepada Perusahaan Anjak
piutang.

Customer ini merupakan pihak yang penting untuk diperhatikan, mengingat
macet tidaknya tagihan sangat ditentukan oleh customer tersebut sebagai pihak
yang akan melunasi pembayaran.

Jadi kemampuan dari Customer harusiah menjadi pqhaﬁm yang utama bagi
Perusahaan Anjak piutang dalam membeli piutang. Terlebih lagi dalam bisnis
Anjgk piutang tidak dipersyaratkan adanya suatu agunan.

4, Fungsi Anjak Piutang
Bahwa keberadaan Perusahaan Anjak piutang sangat dirasakan fungsi dan
manfaatnya oleh berbagai pihak.
Adapun fungsi dan perusahaan Anjak piutang tersebut antara lain :
1. Fungsi pembiayaan
Perusahaan Anjak piutang yang mengambil alih piutang dagang Klien
dalam kondisi tertentu melakukan pembayaran kepada klien sebagian dari

nilai piutang dagang Klien dan sisanya dibayarkan pada saat piutang dagang jatuh
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tempo. Dengan demikian likuiditas Klien membaik, karena sebagian piutang

oleh perusahaan Anjak piutang. >

. Fungsi pencegahan kredit macet (Perlindungan Kredit)

Dengan diperolehnya pembayaran pintang secara kontan dari Perusahaan Anjak
piutang, maka Klien akan terhindar dari macetnya kredit akibat tertundanya
pembayaran barang oleh nasabah (Customer), sebab Perusahaan Anjak piutang

telah memikul risiko yang muncul dari transaksi piutang tersebut.

. Fungsi admintstratif

Dalam hal ini Perusahaan Anjak piutang menangani masalah piutang dagang
Klien, memelihara buku besar dan menagih pembayaran dari nasabah pada saat
piutang jatuh tempo untuk kepentingan Klien. Dengan demikian setelah Kilien
menjual piutang dagangnya kepada Perusahaan Anjak piutang , maka Klien
bebas dari tanggungjawab tersebut yang beralih pada Perusahaan Anjak

piutang.

5. Produk Jasa Anjak piutang

Pada prinsipnya produk jasa anjak piutang dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian :

Jasa financing dan jasa non financing

5.1. Jasa Financing

2 Ramalan Ginting, Op-cit. him 33.
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Dalam hal in1 Perusahaan memberikan jasa financing. Perusahaan anjak piutang
dapat memberikan pre-fianncing sampai dengan 80 % atau bahkan sampai dengan
90%dari jumlah piutang dagang, segera sételéh diadakan kontrak Anjak piutang

penyerahan bukti-bukti penjualan barang (invoice) kepada perusahaan anjak
piutang . Transaksi dapat dilakukan atas dasar : **

a. Recourse Factoring

Dalam recourse factoring, pihak klien memikul resiko yang mungkin timbul
atas tagihan yang telah dialihkannya.

Perusahaan Anjak piutang dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual
itu kepada kliennya. Dalam hal ini sejak semula harus ditentukan dalam perjanjian
Anjak piutang batasan-batasan tentang hal apa saja tanggung jawab tersebut.

b. Non recourse/without recourse factorfng

Dalam without recourse factoring perusahaan Anjak‘ piutang mengambil alih
menanggung resiko terhadap tagihan yang tidak tertagih. Namun dalam perjanjian
anjak piutang dapat dicantumkan bahwa diluar keadaan macetﬁya tagihan dapat
diberfakukan bentuk recourse. Ini untuk menghindari tagihan yang tidak dibayar
karena pihak Klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah

mutunya. Dalam keadaan ini pihak Perusahaan anjak piutang dapat menjual kembali

tagihan tersebut kepada Klien.

H Hery Harsojono Notoduro, Op-cit, him 25.
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c. Disclosed Factoring
Pihak Customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada Perusahaan
anjak piutang dan pembayarannya di]ai(ukan langsung kepada Perusahaan anjak
piutang tersebut. Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam factur barang yang
diperjual belikan.
d. Undisclosed Factoring
Pihak customer tidak diberitahu tentang dialihkannya piutang 'sampai terjadi
sesuatu yang dapat menimbulkan resiko pada Perusahaan anjak piutang . Yang periu
diperhatikan dalam bentuk int adalah kemungkinan tindakan pihak Perusahaan anjak
piutang yang dapat menyinggung hubungan antara Klien dan Customer.
5.2. Jasa non financing
Dalarn hal ini Perusahaan memberikan jasa non financing, maka Perusahaan
anjak piutang melayani “credit management client”. Jasa non financing ini dapat
dibagi manjadi 4 {(empat) vaitu : »
a. Credit investigation, sama dengan fungsi credit assessment;
b. Sales ledger administration, sama dengan fungsi sales accounting. Dalam jasa ini
termasuk pula multicurrency sales ledgering dalam hal export factoring, sehingga
memungkinkan Klien mengikuti perkembangan ekspornya dalam berbagai mata

uang asing.

¥ Herry Harsojono Notodipuro, Op-cit, him 30.
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c. Credit control termasuk colection dalam hal ini Perusahaan anjak piutang monitor
penjualan yang dilakukan pihak Klien dengan baik, termasuk menetapkan
prosedur penagihannya agar piutang dégang dapat cair pada waktunya.

d. Protection against credit risk
Dalam hal ini Perusahaan anjak piutang mengusahakan cara-cara pengamanan
terhadap risiko bad debts. Khususnya dalam hal export factoring, Perusahaan
Anjak piutang dapat pula melayani forwafd exchange cover untuk menghindari
resiko berfluktuasinya kurs mata uang asing.

Sejalan dengan jasa non financing ini, maka Perusahaan Anjak piutang
melaksanakan/melapor secara teratur kepada Kliennya hal-hal sebagai berikut:

a. Credit standing (bonafiditas) para Customer dari Klien.
b. Laporan posisi piutang dagang Klien berikut tanggal jatuh temponya.
¢. Statement of accounts kepada Customers,

Apabila Customer gagal mémbayar pada waktunya, Perusahaan Anjak piutang
secara aktif melakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-
baiknya, tanpa merusak hubungan baik antara Customer dengan Klien.

6. Dilihat dari sudut ketelibatan Klien.

a. Recourse Factoring

Merupakan jenis Anjak piutang, dimana apabila pihak Perusahaan Anjak

piutang ternyata tidak mendapatkan tagihannya dari pihak Customer, maka Pihak

Klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan menurut Fuady
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acfa Jenis recourse factoring yang memberikan hak opsi pada pihak Perusahaan Anjak
piutang untuk menjual piutangnya kembali kepada Klien.
b. Without Recourse Factoring
Jenis Anjak piutang ini meletakkan beban tagihan beserta seluruh resikonya
sepenuhnya pada pihak Perusahaan Anjak piutang . Jadi jika terjadi kegagalan dalam
hal penagihan piutang, merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan , adapun pihak
Klien tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali jika ada kesalahan pada pihak Klien.
6.1. Dilihat dari pemberitahuan kepada pihak Customer
a. Dislosed Factoring
Dimana pengalihan piutang kepada Perusahaan Anjak piutang diberitahukan
kepada Customer.
Pembenitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur (invoice) barang yang
diperjualbelikan. *® . .
b. Undisclosed Factoring
Adalah Anjak piutang dimana pengalihan piutang tersebut tidak diberitahukan
kepada Customer. Sering juga disebut dengan Confidential Factoring. o
6.2. Dilihat dari banyaknya piutang vang dialihkan
a. Facultative Factoring
Falcultative Factoring merupakan jenis Anjak piutang yang dalam

persetujuannya diberitahukan hak opsi kepada Perusahaan Anjak piutang.

% Herry Harsojono Notodipuro, Op-cit, him 30,
7 Erman Rajaguguk, Ibid, hlm 42.
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Untuk menentukan nanti pada saat piutang terbentuk, apakah piutang diterima
dengan transaksi Anjak piutang atau tidak. Dalam hal ini, faktor keamanan bagi
Perusahaan anjak piutang merupakan salah satu pertimbangan bagi Perusahaan Anjak
piutang untuk mengambil sikap. Sementara itu, sebelum piutang dinyatakan diterima
oleh Perusahaan ini, Klien bebas menjual piutangnya kepada orang lain.

b. Whole Turnover Factoring

Dalam hal ini, transaksi Anjak piutang dilakukan atas seluruh turnover dari
perusahaan Klien, atas piutang yang telah,ada atau yang akan ada . Dengan demikian,
menghindarkan Klien untuk menjual piutangnya kepada pihak lain.

6.3. Bentuk-bentuk Khusus Anjak piutang
a. F uil Service |

T_ransaksi Anjak piutang yang mencakup semua jasa Anjak piutang mulai dari
urusan adrﬁiﬂistrasi i)e'njual, tagihan dan penagihan dari piutang yang macet menjadi
tanggung jawab Perusahaan Anjak piutang .

b. Bulk Factoring

Transaksi Anjak piutang yang mengaitkan perusahaan anjak piutang scbagai
agen dari Klien. Jasa vang diberikan oleh Perusahaan anjak piutang dalam jenis ini
hampir sama dengan full service factoring,kecuali penagihan piutang tetap dilakukan

klien.
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c Agency Factoring

Pada transaksi Anjak piutang jenis ini., Perusahaan Anjak piutang bertindak
sebagai agen dari Klien. Dalam hal ini seperti ini, Perusahaan Anjak piutang hanya
menyediakan jasa penagihan, sehingga mirip debt collector.

d. Invoice Discounting |

Transaksi ini murni financing. Satu-satunya jasa Anjak piutang yang
dibutuhkan Klien hanyalah jasa financing, sedangkan peran Anjak piutang lainnya
. (non factoring) tetap ditangani sendiri oleh Klien.

Ooi Chee Kok memberitahukan jenis-jenis Anjak piutang:

1. Full Service

Merupakan transaksi Anjak piutang yang mencakup semua jasa Anjak piutang
( ﬁnancing dan non financing).

Pada full service selalu memuat jasa yang meliputi avialability of finance
(pembiayaan), protection against bad debt (proteksi kredit), notices to debtors
(pemberitahuan), sales ledger administration (penatausahaan) dan collection
(penagihan piutang}.

2. Recourse Factoring

Hampir sama dengan full service, kecuali jasa proteksi kredit tidak dicover oleh

Perusahaan Anjak piutang. Jadi pada. recource Factoring selalu memuat jasa

pembiayaan, pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang, tidak memuat

jasa proteksi kredit.
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3. Bulk Factoring
Pada bulk factoring selalu memuat jasa yang meliputi pembiayaan dan
pemberitahuan, dengan demikian tidak memuat jasa proteksi kredit, penatausahaan
serta penagihan piutang,
4. Maturity Factoring
Pada maturity factoring selalu memuat jasa yang meliputi proteksi kredit,
pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piotang, tidak memuat jasa
pembiayaan. Jadi pada maturity factoring, Klien justru tidak memerlukan jasa
financing, yang diperlukan hanyalah jasa non financing.
5. Agency Factoring
Pada‘ agency factoring selalu memuat jasa pembiayaan, biasanya memuat jasa
periindgngan kredit dan penatausahaan, dan kadang-kadang memuat jasa
pemberitahur:;n, namu1.1 'tidak memuat jasa penagihan piutang. Penagihan piutang
ditangani langsung oleh Klien sendiri.
6. Invoice Discounting
Pada invoice discounting hanya memuat jasa pembiayaan. Transaksi ini betul-
betul mumni financing. Satu-satunya jasa Anjak piutang yang dibutuhkan Klien
hanyalah jasa financing, sedangkan jasa non financing tetap ditangani sendiri oleh

Klien.
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7. Undisclosed Factoring

Pada undisclosed factoring selalu memuat jasa pembiayaan, kadang
perlindungan kredit, namun tidak memuat pemberitahuan, penatausahaan dan
penagihan piutang.

Dengan melthat jenis-jems anjak piutang pada matrik dari Ooi Chee Kok di
atas, kiranya dapat kita golongkan jenis-jenis tersebut ke dalam 3 (tiga) produk jasa
Anjak piutang, meliputi :

1. Jasa Financing

Yang tergolong pada jasa imi antara lain, bulk factoring dan invoice

discounting.
2. Jasanon Financing

Adalah maturity factoring.

3. Jasa Financing dan Non Financing

Antara lain, full service factoring, recource factoring, agency factoring dan
undisclosed factoring.

D. Prosedur atau Mekanisme Anjak Pintang

Seperti telah disebutkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pihak yang teriibat
dalam transaksi Anjak piutang, yakni :

1. Klien sebagai penjual piutang.
2. Customer sebagai yang terhutang.

3. Perusahaan anjak piutang sebagai pembeli piutang.
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Namun demikian, di samping tiga pihak tersebut di atas, apabila Anjak piutang
tersebut dalam "bentuk pengalihan pintang bukan dengan pengalihan account
receivable, tetapi lewat pemberian promissory notes, maka disamping tiga pihak
tersebut, ikut pula pihak keempat, yaitu pihak bank yang akan memberikan perantara
aﬁtara pihak Perusahaan anjak piutang dengan pihak Customer.

Demikian juga, jika Anjak piutang tersebut merupakan factoring internasional,
maka pihak Customer akan berada di negara lain dari pthak Klien. Sehingga di sini
terdapat 2 (dua) Perusahaan Anjak piutang, yaitu Perusahaan Anjak piutang di negara
Klien yang disebut Export Factor, dan Perusahaan Anjak piutang dinegara pihak
Customer, yang disebut Import Factor. Sehingga dengan demikian ada 4 (empat)
pihak, yakni : | |

1. Importer (Customer)
2. Exporte% (Klien).

3. Import Factor.

4. Export Factor.

Agar supaya lebih jelas, maka transaksi Anjak piutang, baik untuk domestik
factoring maupun internasional factoring, akan digambarkan dalam bagan/skema

berikut :




BAGAN 1

PROSEDUR FACTORING ACCOUNT RECEIVABLE

KLIEN 2 : CUSTOMER
< 3 A
7 8
415|619
7

PERUSAHAAN FACTORING (FACTOR) .

Sumber : Fuady (1995 : 116) « 3
Keterangan :

1. Transaksijual beli baralng/jasa

2. Permintaan transaksi transfef tagihan

3. Persetujuan transfer

4. Pemberitahuan/penyerahan data piutang

5. Transaksi Anjak piutang

6. Pembayaran advance

7. Penagihan pada saat jatuh tempo

8. Pembayaran pada saat jatuh tempo

9. Pembayaran sisa piutang

Proses terjadinya kegiatan anjak piutang untuk tagihan yang dapat diterima
(account recevable) tersebut sedikit berbeda dengan proses transaksi surat-surat

berharga (promissory notes). Menurut FINANCIA MULTI FINANCE, untuk tagihan
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yang dépat diterima terdapat tujuh macam proses. Pertama, penjual akan Klien
menjual barang kepada pembeli atau nasabah (Customer) secara kredit berjangka
pendek atau menengah. Kedua, untuk kepentingan cash flow, si penjual (Klien) minta
persetuyjuan pembeli (Customer) untuk menjual tagihannya kepada Perusahaan anjak
piutang . Ketiga, pembeli (Customer) menyetujui usul tersebut. Keempat, dokumen
tentang piutang diserahkan oleh si penjual (Klien) kepada Perusahaan Anjak piutang .

Kelima, dibuatkan kontrak pengambilan-alihan piutang antara penjual (Khen) dengan

Perusahaan anjak piutang . Keenam, Perusahaan anjak piutang membayar nang

penjualan piutang dengan tingkat diskonto tertentu kepada Klien. Ketujuh, pembeli
(Customer) diwaktu piutang sudah jatuh tempo membayar hutangnya kepada
Perusahaan anjak piutang. Kemudian untuk Anjak piutang yang dilakukan dengém
cara pemakaian promissory notes,dapat dilihat prosedur pelaksanaannya dalam

skema/ bagan berikut ini.
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BAGAN 2

PROSEDUR FACTORING PROMISSORY NOTES

KLIEN < > CUSTUMER
A 2
T
4|3 7
v
3 >
PERUSAHAAN FACTORING < 6 BANK
Sumber : Fuady (1995 : 117) -
Keterangan :
1. Klien menjual barang/jasa kepada Customer
2. Pihak Customer mengeluarkan promisslory notes kepada Klien
3. Klien mengendorse promissory notes tersebut kepada Perusahaan amjak
piutang .
4. Promissory notes yang sudah didiskonto dibayar oleh Perusahaan anjak
piutang kepada Klien.
5. Oleh Perusahaan Anjak piutang, promissory notes diserahkan kepada Bank
oleh Perusahaan Anjak prutang.
6. Bank melakukan pembayaran terhadap promissory notes yang sudah jatuh

tempo kepada Perusahaan anjak piutang .




7. Penagihan pembayaran promissory notes Bank kepada Customer.

8. Pembayaran promissory notes oleh Customer kepada Bank.

Jadi dalam kegiatan Anjak piutan;c,r dengan surat-surat berharga (promissory
notes) tersebut, setelah barang diserahkan kepada pembeli (Customer), si pembeli
(Customer) mengeluarkan promissory notes dan setelah diterima penjual (Klien),
surat berharga itu disahkan dibelakangnya oleh Perusahaan anjak piutang. Kemudian
Perusahaan Anjak pfutang membayamya kepada penjual (Klien) setelah diskonto.
Bila kemudian surat berharga (promissory notes) itu sudah jatuh tempo, perusahaan
menguangkannya di Bank si pembeli (Customer), dan terakhir pihak Bank memungut
pembayaran promissory notes pembeli atau nasabah bank tersebut.

Selanjutnya dalam suatu factoring internasional pihak Perusahaan Anjak
piutang_ yang terlibat terdiri dari dua pihak, yaitu Exspor Factor, yang berkedudukan
di negara pihak pengekspor, dan Import Factor, yang berada dinegara pengimport.
Dokumen-Dokumen Dalam Anjak piutang

Dokumen adalah merupakan hal yang penting dalam kegiatan bisnis. Demikian
halnya yang harus diperhatikan di dalam mempersiapkan dokumen dalam bisnis
anjak piutang adalah menyangkut transaksi yang dilakukan, yaitu apakah transaksi
tersebut merupakan transaksi domestik atau internasional. Sebab dari sini nanti akan
terkait dengan klausula tentang choise of law, berlaku hukum Indonesia atau tidak.

Dokumen-dokumen yang ada didalam praktek dan hukum Indonesia adalah :

a. Perjanjian vang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli atau ekspor-

impor antara Klien dan Customer.
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. Permohonan/penawaran jasa anjak piutang oleh/kepada Klien.

Perjanjian Anjak piutang antara Klien dengan Perusahaan anjak piutang.

. Akta Cessie.

Pembernitahuan/persetujuan kepada/dan Customer.
Konfirmasi dan Debitur.

Dokumen hutang seperti invoices, delivery order promes.

. Dokumen pengiriman jika ada, seperti bill of lading, drafts.

Dokumen jaminan, seperti personal atau corporate guarantee.

Untuk perjanjian Anjak piutang antara Klien dengan Perusahaan anjak piutang

atau yang disebut Factoring Agreement, umumnya antara lain :

Definisi Istilah.

Penawaran; yang merupakan penawaran piutang nantinya oleh Klien kepada
Customer, setelah piutang tersebut ada.

Penyerahan Dokumen.

Penerimaan penawaran oleh Perusahaan Anjak piutang .

Harga Pembeli.

Pembayaran dan beban biaya.

Pembayaran awal.

Reserve.

Proses jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah notifikasi atau
persetujuan dan Customer.

Resiko, Jaminan dan Pembayaran kembali.
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Pengambilan uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan.
Masalah pajak.

Pembayaran oleh Customer,

Bunga.

Jaminan.

Kerugian/kerusakan barang.

Pilihan hukum dan pengadilan.

Perubahan perjanjian.
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BAB HI

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan usaha yang dilakukan manusia secara sadar yang
diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Oleh karena itu
penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan
analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada data

sekunder dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang berturmpu pada
data primer. . .

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini akan berusaha
menemukan sejauch mana hukum positif berlake dalam transaksi Anjak Piutang,
untuk itu diperlukan suatu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif dan
akan berusaha menemukan asas-asas hukum dalam transaksi Anjak Piutang, dan
juga berusaha untuk menemukan sistematik hukum tentang pengertian dasar yang
terdapat dalam sistem hukum yakni subyek hukum, hak, kewajiban, hubungan
hukum dan obyek hukum dalam transaksi anjak piutang.

Metode pendekatan ini dimulai dengan cara mengkaji dasar hukum anjék

pintang yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai anjak piutang,




i
|

|

" kemudian mengamati, meneliti, dan men_fganalisa pelaksanaan perjanjian anjak
piutang pada PT. Financia Multi Financéa Semarang, tanggung jawab masing-
masing pihak yang timbul dalam pe]aksianaan perjanjian anjak piutang, serta
hambatan-hambatan yang mungkin timbuli dan dihadapi oleh PT. Financia Multi
Finance Semarang dalam pelaksanaan peljaénjian anjak piutang.

Pendekatan yuridis empiris digunal:can untuk mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi proses bekerjanya hukunll dalam pelaksanaan transaksi amjak
piutang, untuk itu dalam penelitian ini ju%a akan melihat bagaimana pelaksanaan
transaksi anjak piutang dikaitkan deng:im masalah-masalah yang lain selain
masalah hukum.

Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukam bukan semata-

mata sebagai suatu seperangkat aturarlt penmdang-undangan yang bersifat
normatit belaka, akan tetapi hmkum diliihat sebagai perilaku masyarakat yang
menggejala dan mempola dalam kehlzdlllpan masyarakat, selalu berinterakst dan
berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan
utama dalam mengungkapkan pennasalahhn yang diteliti dengan berpegang pada
ketentuan yang normatif.

Metode pendekatan ini dipergunakan 'dalam penelitian mengenai pelaksanaan
perjanjian anjak piutang pada PT. Financia Multi Finance Semarang karena

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data primer dan

sekunder yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dan permasalahan

yang muncul dalam penelitian in1,
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Peraturan yang memuat ketentuan mengenai anjak piutang di Indonesia,

antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan,

2. Paket Keﬁijaksanaan 20 Desember 1988, yang didalamnya terdapat Keputusan
Presiden RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

3. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK 017/2000 tentang
Perusahaan Pembiayaan.

4. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Perjanjian Anjak Piutang antara factor, Klien dan nasabah (customer) yang

dilaksanakan di PT. Financia Multi Finance Semarang.

3.2. Spesifikasi Penelitian

_Spesiﬁkasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan i)eranuan perundangan yang berlaku dikaitkan dénéan tem'.i-t;a()ri
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan
tersebut di atas.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan akan diperoleh
gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan transaksi
anjak piutang. Analitis karena kemudian akan dilakukan analisis tethadap
berbagai perlindungan hukum yang mengatur pelaksanaan transaksi anjak piutang
tersebut, dan kemungkinan untuk mengatur transaksi anjak piutang tersebut dalam

suatu peraturan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
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-Anjak piutang pada PT. Financia Multi Finance Semarang ini, dilakukan
dengan memaparkan/memberikan gambaran tentang dasar-dasar hukum perjanjian
anjak piutang, pelaksanaan perjanjian anjak piutang pada PT. Financia Multi
Finance Semarang, tanggung jaﬁab masing-masing pthak yang timbul dalam
pelaksanaan perjanjian anjak piutang, serta hambatan-hambatan yang mungkin
timbul dan dihadapi oleh PT. Financia Multt Finance Semarang dalam
pelaksanaan perjanjian anjak piutang. Kemudian setelah permasalahan tersebut di
atas dipaparkan, lalu dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan-
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Jadi dengan mengandaikan karena beberapa bukti yang diteliti itu benar,
maka semua bukti lain yang sejenis dengan bukti itu dianggap benar. Selingga
dalam metode ini penarikan kesimpulan diambil dari khusus ke umum. Jadi dalam
pelaksanaan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian anjak piutang pada
PT. Financia Multi Finance Semaraj;g ini, cukup dilakukan penelitian melalui
salah satu pihak yang ditunjuk sebagai responden oleh PT. Financia Multi Finance
Semarang, dan pihak tersebut akan bertindak mewakili PT. Financia Multi
Finance Semarang dalam penelitian ini.

Responden yang telah ditunjuk oleh PT. Financia Multi Finance Semarang,
dalam hal ini yaitu :

1. Kepala Cabang PT. Financia Multi Finance Semarang.
2. Staf Karyawan PT. Financia Multi Finance Semarang, dalam hal ini adalah

Account Officer yang menangant factoring.
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* 3.3. Metode Pengumpulan Data
Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat. Sumber data yang
tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah
 yang diselidiki, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, bias (bised), dalam
menyusun kesimpulan,

- Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
sekunder, yang diproses melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan,
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data meliputi :

1. Obyek Penelitian
Konstitusi dan perlindungan hukum para pihak dan perjanjian Anjak Piutang.
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kotamadya Semarang. Lokast penelitian
ditetapkan berdasarkan ketentuan dari judul tesis yaitm perusahaan
PT. Financia Multi Finance yang berkedudukan di Semarang. |

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder, yang diperoleh melalui studi perpustakaan maupun studi lapangan.
Berdasarkan pertimbangan maka metode pengumpulan data meliput :
a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atan dari lapangan.?’

Data primer imi diperoleh melalui cara :

2 Prof. Ronny Hanitijo S, SH., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesta, 1982),
halaman 52.
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1. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukah secara sengaja dan
sistemafis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk
dilakukan pe‘,ncatatan.24
Jadi observasi dalam penelitian ini dilakvkan dengan melibat dan
mengamati keberadaan dan pelaksanaan perjanjian anjak piutang pada
PT. Financia Multi Finance Semarang secara langsung.

2. Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya
secara langsung pada yang diwawancarai.”

Dalam hal ini dilakukan tanya jawab yang dilaksanakan dengan kepala
cabang dan staf karyawan PT. Financia Multi Finance Semarang.
Wawancara ini berbentuk sejumiah pertanyaan Hsan yang diajukan
oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara
lisan pula oleh responden/yang diwawancari. Jadi dalam hal terjadi
kontak atau hubungan pribadi dalam bentuk tatap muka (face fo face
relationship) antara pengumpul data dengan responden.

Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik
wawancara terarah (directive interview), dimana dalam sistem
wawancara ini terdapat struktur tertentu yaito :

a. Rencana pelaksanaan wawancara.

b. Pengaturan daftar pertanyaan dan mambatasi jawaban-jawaban.

¢. Memperhatikan  karakteristik pewawancara maupun yang

diwawancarai.

 Ronny Hanitijo §, SH., Op. Cit halaman 62.
% prof. Ronny Hanitijo S, SH., Op. Cit halaman 57
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d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.
Biasanya wawancara terarah ini mempergunakan daftar pertanyaan
(kusioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, agar diperoleh data

yang lengkap sehingga proses pencarian data dapat berjalan lancar.

b. Data Sekunder

Yaitu data vang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan
dengan cara meneliti i)eraturan perundang-undang, buku-buku, teori-teori
para sarjana, serta buku bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang
akan diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh akan dipergunakan sebagai
landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Studi kepustakaan imi adalah alat pengumpulan data yang digunakan

adalah stdi dokumenter, studi dokumenter ini dilakukan untuk

memperoleh data sekunder, meliputi :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru
tentang fakta yang diketahui mengenai snatu gagasan, terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

d. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988

e. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK 017/2000

tentang Perusahaan Pembiyaan.




f Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan
dengan permasalahan penelitian,

2. Bahan hukum sekunder, yaitn bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan baku primer dan dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan hukum primer. Terdiri dari :

a. Buku-buku hasil karya para sarjana

b. Hasil-hasil penelitian

c. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari :

a. Kamus hukum

b. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumenter
Bahan-bahan dan studi dokumenter telah disebutkan di atas yaitu bahan-bahan
pustaka, kamus hukum maupun yang lainnya, buku-buku yang berkaitan
dengan penelitian ini maupun hasil seminar.

b. Studi Lapangan
Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah
wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan

terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan




berdasarkan kepada dokumén wawancara, sehingga wawancara yang
difokuskan.

Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman
tertentu atau yang diwawancarai ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dalam praktek tentang transaksi anjak piutang. Mula-mula kepada subyek
penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa
butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan lebih lanjut. Dengan
demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang
diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data
sekunder.

Setelah data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data
tersebut akan diteliti kembali yaitu melalui proses editing.

Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk
menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesﬁai dengan
kenyataannya. Dalam proses editing ini dilakukan pembetulan data yang keliru,
menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

Proses editing vang dilakukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan
perjanjian anjak piutang pada PT. Financia Multi Finance Semarang adalah
sebagai bertkut :

1. Data yang diperoleh diteliti terfebih dahulu, apakah data tersebut sudah benar
dan dapat dipercaya ataukah ada data yang diragukan kebenarannya.
2. Kemudian dari data tersebut, apakah ada data yang tidak relevan dengan

obyek yang diteliti, dan apakah ada data yang kurang jelas atau kabur.
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. Setelah it memeriksa jawaban dari hasil wawancara yang diajukan serta

kelengkapan jawabannya.
Dari jawaban yang terkumpul diteliti kembali, apakah jawaban tersebut benar
atau salah atau kurang tepat dengan obyek yang diteliti, juga apakah jawaban

tersebut seragam untuk pertanyaan yang sama konsistensinya.

. Setelah semua data yang terkumpul tersebut lengkap, maka dilakukan

penambahan data yang kurang dan pembetulan data yang keliru untuk
mendapatkan kejelasan dari masalah yang dibahas.

Apabila terdapat data yang bertentangan, maka data tersebut tidak tergesa-
pesa dibuang tetapi dapat dijadikan pokok pemikiran baru karena bahan-bahan
tersebut mungkin juga dapat mengubah seluruh proses penelitian yang
diadakan, tetapi bila ternyata setelah dicek data tersebut tidak berguna maka

data tersebut harus dibuang.

3.5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan

kemudian dilakukan transaksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut. Selanjutnya
- disusun  secara sistematis sehingga akan memperoleh gambaran yang
komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Dalam
menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap
data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari

penelitian lapangan.
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Metode yang akan digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu proses analisa
terhadap déta kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) agar dapat ditafsirkan,
yaitu- data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk
tulisan dan segera dianalisis.

Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data primer dan data sekunder yang
telah diedit dan analisa terhadap data tersebut harus berjalan secara serentak.
Dalam penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian anjak piutang PT. Financia

Multi Finance Semarang, setiap data yang terkumpul baik berupa data primer

* maupun data sekunder langsung dianalisa yaitu sebelumnya data tersebut ditulis

atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, kemudian laporan
tersebut dianalisa, dirangkum, serta dipilih hal-hal yang pokok, lalu disusun
supaya lebih sistematis.

Setelah data tersebut tersusun dalam bentuk laporan, maka dan data tersebut
dicari maknanya, hubungannya dengan obyek yang diteliti, temanya, serta
persamaannya lalu ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan tersebut senantiasa
direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

Hasil dari kesimpulan akhir yang merupakan data yang telah tersaji dalam
bentuk vang sistematis tersebut, dijadikan dasar yang dituangkan dalam bentuk

tesis.
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BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PITHAK

DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG

A. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang dalam Transaksi Anjak Piutang
dalam Hukum Indonesia Serta Kesesnaian dan Ketidaksesuaian dengan

Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) dalam KUH Perdata.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a Keputusan Menten
Keliangan No. 1251/KMK.031/ 1988, kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk
pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa kegiatan utama Perusahaan
Anjak piutang tersebut adalah memberikan jasa pembiayaan dengan cara pembelian
ptutang-piutang/tagihan jangka pendek yang timbul dari transakst perdagangan dalam
atau {uar neger.

Selamutnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan
dalam Pasal 1 ayat (8} menentukan :
Perusahaan Anjak Piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan
dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar
negert.




Dari ketentuan di atas diketahui bahwa pada hakekatnya Perusahaan
Anjak piutang adalah suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam
transaksi jual beli piutang.

Kemudian Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dalam
Pasal 1 huruf m menentukan :

Penjual piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan mengalihkan piutang
atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan Anjak
Piutang.

Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai penjual dalam Keputusan
Menteri Keuangan ini. Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa Penjual haruslah
Perusahaan, jadi bukan perorangan.

Den'gan demiklian Perusahaan Anjak piutang disint bertindak selaku
pembeli piutang. Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan
dcnganl mengaliflkan pilita;lgnya setelah terlebih dahulu melakukan transaksi
penjualan barang/jasa dengan pelanggannya (Customer), disebut sebagai pehjual
piutang (Klien).

Dari kondist vang demikian membutuhkan suatu penanganan, baik pada
aspek operasional maupun aspek hukumnya. Penanganan dari aspek hukum antara
lain menyangkut pengalthan piutang, bagatmana konstruksi hukum pengalihan
piutang pada transaksi Anjak piutang dalam hukum Indonesia, serta bagaimana

kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie)

yang diatur dalam KUH Perdata. Mengingat sejauh ini peraturan yang ada belum
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méngatur secara spesifik bagaimana transaksi Anjak pivtang tersebut harus
dilakukan.

Melihat pelaku dalam transaksi Anjak piutang tersebut adalah badan usaha
yang bergerak di bidang bisnis, serta hubungan hukum yang terjadi yakni jual beli
piutang dan pengurusan piutang dart suatu perusahaan, maka pada hakekatnya
kegiatan Anjak piutang termasuk dalam bidang hukum keperdataan.

Beberapa penulis mengemukakan bahwa Anjak piutang dalam konsep
hukum Indonesia memuat elemen jual beli piutang. Dengan demikian beberapa .
ketentuan jual beli khususnya jual beli piutang dalam KUH Perdata dapat dijadikan
dasar hukum bagi transaksi Anjak piutang tersebut artinya dasar peraturan tentang
jual beli dalam KUH Perdata yang diatur dalam P;asal 1459 sampai dengan Pasal
1535, dgpat digunakan sebagai dasar analisis pada transaksi Anjak pintang.

| Jadi penjualan dan pengalihan piutang tersel'au;f adala}; r;lerupakan inti dari
pada transaksi Anjak piutang. Untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian
yang disébut Perjanjian Anjak piutang.

Perjanjian Anjak piutang antara Perusahaan Anjak piutang dengan Klien
merupakan perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yvang menjadi dasar bagi
factor menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjualan barang/jasa
antara Klien dengan nasabahnya (Customer).

Dapat juga dikatakan bahwa Factoring Agreement merupakan perjanjian
penjualan dan pembelian piutang dagang antara Klien dengan Factor. Factoring
Agreement tersebut merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-syaratnya

70




secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Anjak piutang, yang
antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
| 1. Penawaran Penjualan Piutang. h

2. Jaminan Penawaran.

3. Penerimaan Penawaran.

4. Harga Penjualan/Pengalihan Piutang.

5. Jaminan Atas Piutang.

6. Biaya-biaya yang timbul/Service Charge

7. Penyerahan Dokumen.

Dalam kegiatan Anjak piutang yang dimaksud piutang adalah piutang
yang timbul dari transaksi dagang seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Keppres
No.61 Tahun 1988 serta Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000.

Piutang @ang disini rﬁeliputi tagihan-tagihan bisnis yang be]ulml jatuh
tempo (account receivable), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga,
sepertl promissory nofes, atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa. Jadi
piutang tidak ditujukan terhadap piutang yang macet.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa umumnya tagihan-tagihan tersebut
berupa piutang dagang (invoice dagang biasa). Piutang/tagihan-tagihan tersebut
merupakan tagihan-tagihan berjangka relatif pendek, berkisar antara 30 hingga 100

hari saja.
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Factur (invoicé) yang diterbitkan oleh Klien merupakan dokumen yang
berisi nama penjual barang daftar barang serta perhitungan harganya, Dengan
demikian piutang pada transaksi Ahjak pilitang adalah piutang atas nama.

Sehingga peralihannyapun harus mengacu pada cara peralihan piutang
atas nama yaitu dengan cara cessie (Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata).

Selanjutnya dalam transaksi Anjak piutang dikepal harga pembelian
piutang yang dibayar terlebih dahulu oleh Perusahaan Anjak piutang sebagai pembeli
piutang kepada pihak Klien sebagi penjual piutang yang disebut sebagai prepayment.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Anjak piutang
memberikan prepayment yang merupakan ciri khusus dari pembiayaan Anjak piutang
tersebut. Besarnya prepayment berkisar antara 75% -90% dari nilai nominal piutang.

Selanjutnya dalam transaksi Anjak piutang perlu juga diperjanjikan
mengenai biaya yang timbul. Dari hasil penelitian diketaﬁui bahwa biaya-biaya dalam
transaksi Anjak piutang dipikul oleh penjual (Klien).

Biaya-biaya tersebut antara lain :

1. Biaya Administrasi

Biaya ini dikenakan untuk jasa non financing yakni yang berhubungan
dengan pengadministrasian pembukuan piutang, sales ledgering dan penagihan
piutang. Besarnya biaya ini berkisar antara 1% sampai 1,5% untuk factoring
domestik, dan antara 1,5% sampai 2,5% untuk Anjak piutang internasional.

Besarnya biaya ini tergantung dari beban kerja dan resiko yang
ditanggung oleh perusahaan. Dan dipotong langsung dari jumlah prepayment yang
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diberikan oleh perusahaan, Istilah laiﬁ untuk biaya ini adalah : service fee, komisi
Anjak piutang.
2. Biaya Bunga

Biaya ini juga dikenakan terhadap advance payment/prepayment (dana
yang dipakai untuk pembayaran di muka) dan diperhitungkan menurut jangka waktu
pemakaian sebenarnya, Besarnya biasanya berkisar antara 2,5% - 3% di atas bunga
yémg berlaku di pasar atau diatas rate bank. Isﬁlah lain untuk biaya ini factoring
charge/initial payment charge.

Selanjutnya bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian pengalihan
piutang pada fransaksi Anjak piutang dengan ketentuan pengalihan piutang dalam
KUH Perdata.

Terhadap piutang atas nama penerapan ketentuan dalam Pasal 613 KUH
Perdata terhadap svatu transaksi Anjak piutang harusiah diikuti dengan penyerahan
hak lewat suatu akta khusus (otentik atau dibawah tangan), yakni yang disebut “akta
cessie” dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adénya notifikasi
(pemberitahuan) oleh Klien kepada Customer, atau persetujuan tertulis ataupun
pengakuan dari Customer tentang adanya pengalihan piutang.

Dari hasil penelitian®® diketahui bahwa akta cessie pada transaksi Anjak
piutang tersebut dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Pemberitahuan (notifikasi)

kepada Customer tentang pengalthan piutang tersebut dilakukan oleh Klien.

% Hasii Wawancara Bp. Eko Subastian sebagai Pimpinan Cabang Financia Multifinance, pada hari
Jum’at, tanggal 07 November 2003,
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Penyerahan piutang itu dilakukan dengan cara membuat suatu pemlyataan yang
dimuat dalam factur invoice) yang diterbitkan oleh Klien. Dalam factur (invoice)
tersebut sekaligus juga dimuat pemberifahuan kepada debitur (Customer) bahwa
piutang tersebut telah dialihkan kepada Perusahaan Anjak piutang.

Selanjutnya, apakah ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata tersebut
dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam transaksi Anjak piutang Bahwa
dikalangan bisnis dikenal juga adémya apa yang disebut dengan non notification
factoring. Nonnotification Factoring ini merupakan Anjak piutang tanpa notifikasi.

Dalam notification factoring setiap debitur secara resmi diberitahu tentang
pengalihan piutang tersebut. Sedangkan dalam non notification factoring,
pemberitahuan tidak dilakukan, dan oleh karena itu debitur piutang (customer) boleh
menganggap bahwa penjual piutang (Klien) tetap krediturnya untuk keperluan
pembayaran piutang tersebut.

Non notification factoring biasanya dilakukan dalam hal berikut :

I. Sengaja disembunyikan kepada Customer.
Hal semacam ini biasanya dilakukan apabila terdapat larangan untuk mengalihkan
piutang secara kontraktual. Misalnya jika dalam perjanjian yang menimbulkan
piutang tersebut memang dilarang untuk mengalihkan piutang. Hal tersebut bisa
dikarenakan pihak-pthak Customer tidak mau mengambil resiko jika kemudian
ternyata perjanjian Anjak piutang cacat hukum, sehingga pihak Customer akan

diklaim oleh Klien.
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2. Notifikasi tidak Praktis
Hal ini dapat terjadi jika jumlah dari Customer banyak sedangkan jumlah
piutangnya kecil-kecil, sehingga notifikasi justru tidak praktis.

3. Menghindari kekurang seriusan atau prejudice dari pihak Customer.
Terhadap Customer tertenty, dapat saja peralihan piutang menyebabkan Customer
tersebut merupakan ketidakmampuan membayar dari pihak Customer.

Secara feoritis dalam bisnis Anjak Piutang tidak dikenal adanya
Jaminan,namun dari hasil penelitian dalam prakteknya Klien dipersyaratkan untuk
memberikan jaminan.Jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi Perusahaan Anjak
Piutang terhadap kemungkinan dimana perusahaan Anjak Piutang ternyata tidak
mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari pihak customer.

Sehingga sejak awal harus sudah diperjanjikan batasan-batasan dari
langgung jawab masing-masing pihak tersebut termasuk terhadap kemungkinan
dimana perusahaan Anjak Piutang ternyata tidak mendapatkan tagihannya dari pihak
customer tersebut.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam kaitannya dengan
pemenuhan ristko tersebut tersebut di atas,maka umumnya jenis Anjak Piutang yang
diperjanjikan adalah recourse factoring ,yang menyebutkan bahwa Klienlah yang
harus bertanggung jawab terhadap kemungkinan ketidakmampuan membayar dari

pihak customer.

a-m

TUPT-PaSTAK-UHDID|
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Berikut ini adalah sebagian dari contoh (kasus )dimana suatu perusahaan
(Klien) menjual piutangnya /tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan yang
dilakukan dengan nasabahnya (customer)kepada Perusahaan Anjak Piutang,

A Pengusaha sepatu dari kawasan Karet Tengsin Kuningan, mamasukkan
produknya senilai 100 juta setiap bulan ke sebuah departement store X terkemuka di
Jakarta. Hingga 3 (tiga) bulan berselang, hampir tiap hari A terpaksa memutar otak
agar bisnisnya bisa bertahan. Maklumlah sebagai pengusaha yang modalnya tidak
begitu besar, A tersebut hanya mengandalkan perputaran modal dari keuntungan yang
didapat. Padahal pembayaran dari pihak departement store X biasanya baru dilakukan
setelah 3 — 4 bulan.

Sementara A sebagai pengusaha sepatu sangat membutuhkan modal/dana

. untuk produksi selanjutnya (mengembangkan usahanya). Untuk mengatasi kesulitan

modal/dana yang baru diterima 3 — 4 bulan dari departemen store X tersebut A

kemudian menjual piutang/tagihan yang timbul dari jual beli yang dilakukan dengan
departement store X kepada Perusahaan Anjak Piutang katakanlah FMF F actoring,

A disini kemudian harus melalui beberapa persyaratan untuk mendapatkan
pembrayaan dari Perusahaan Anjak piutang, diantaranya A harus menyertakan
beberapa dokumen antara lain, factur (invoice) penjualan tersebut disertai dengan
pemberitahuan kepada Customernya (Departement Store) bahwa pembayaran atas
hutang-hutangnya setelah jatuh tempo, dilakukan langsung kepada FMF Factoring
serta menyertakan beberapa dokumen lainnya seperti Anggaran Dasar Perusahaan,
Rekening Koran, NPWP, SIUP, TDP dan lain sebagainya.
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Dari jumlah piutang yang dijual tersebut maksimal 80 % langsung
dibayarkan oleh FMF Factoring, dan otomotis sejak saat itu yang berpiutang terhadap
departemen store X adatah FMF Factoring.

Dengan pembayaran senilai 80% dari nilai piutang selama 3 bulan, maka
A mendapat tambahan modal kerja sebesar rp. 240 juta atau 80 juta setiap bulan (1p.
100 juta x 80 juta x 3 bulan). Sisa yang 20% dari piutang tersebut akan dikembalikan
setelah tertagih dan dipotong dengan bunga serta biaya lain.

Dengan telah dialihkannya piutang dari A kepada FMF Factoring, maka
otomatis tanggung jawab melunasi utang terhadap pengusaha sepatu tersebut berada
dipundak FMF Factoring.

Kasus selanjutnya, B pengusaha production house, C pengusaha biro
perjalanan  juga melakukan hal yang sama dengan A yaitu menjual
piutang/tagih;a.nﬁya yar‘lg.belum jatuh tempo kepada Perusahaan Anjak piutang untuk
memperoleh pembiayaan.

Dari sini akan diketahui bagaimana konstruksi hukumnya siapa penjual
piutang, pembeli piutang, bagaimana piutang itu timbul, cara pengalihannya, proses,
prosedur.

A.1.Kesesuaian Pengalihan Piutang pada Transaksi AnjakPiutang dengan Ketentuan
Pengalihan Piutang (Cessie) dalam KUH Perdata.
Piutang termasuk ke dalam benda tak bertubuh, dengan demikian

penyerahan hak milik yang berlaku adalah penyerahan hak milik untuk barang tak
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bértubuh dengan perbuatan yang dinamakan cessie, sebagaimana diatur dalam Pasal
613 KUH Perdata.

. Pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa :~

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya
dilakukan dengan membuat sebuah akta otoentik atau dibawah tangan, dengan mana
hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada oranglain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah
penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
Penyerahan tiap tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat
itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan endossement
disertai dengan penyerahan surat.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa terhadap piutang atas nama
pénerapan ketentuan dalam Pasal 613 terhadap suatu transaksi Anjak piutang
haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau di
b.;«.twah tangan), yakm yang disebut “akta cessie” dan adanya salah satu di antara hal
berikut, yaitu adanya notifikasi (pemberitahuan) oleh Klien kepada Customer, atau
persetwjuan tertulis ataupun pengakuan dari Customer tentang adanya pengalihan

piutang.
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Dengan penyerahan ini pihak perusahaan sudah dapat dianggap scbagai
pemilik sah piutang tersebut, Adapun menurut Schoten, cessie dapat dilihat dari 2
(dua) sisi, yaitu : ¥ \

1.. Sebagai lembaga hukum perikatan, sebagai pengganti kualitas kreditur ;
2. Sebagai bagian dari hukum benda, sebagai cara peralihan hak milik.

Dilihat dari sisi penggantian kualitas kreditur, bagi debitur (Customer)
tentunya penggantian tersebut tidak penting, yang baginya adalah dengan membayar
tagihan tersebut, ia sudah terbebas dari hutangnya, sepanjeng si pemegang tersebut
adalah pihak yang memang berhak atas piutang tersebut.

Mengapa demikian, karena transaksi Anjak piutang pada dasarnya
merupakan suatu pengalihan mutlak/penjualan yang dilakukan oleh pibak Klien
kepada perusahaan Anjak piutang atas hutang pihak ketiga Customer yang timbul
sebagai akibat pémbelian barang/jasa secara kredit dari pihak Kiién. -

Selanjutnya Satrio mengatakan bahwa peralihan hak atas piutang
merupakan bagién khusus dari masalah peralihan benda pada umumnya, karena hak
adalah benda juga, Yaitu benda yang tidak berwujud. Secara demikian penyerahan
hak atas piutang harus tunduk pada ketentuan umum tentang penyerahan benda,
kecuali dengan tegas oleh undang-undang diberikan pengaturan tersendiri.

Jadi penggantian disini berarti bahwa ada kreditur baru menjadi pemilik

baru atau mengoper piutang tersebut dari kreditur lama.

# Satria, *’Cessie, Novasi, Subragasi, Kompensasi ", Bandung, Penerbit : PT.Citra Bakti, 1987 him 34.
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Kemudian menurut KUH Perdata cara peralihan suatu benda berwujud
dan tak berwujud (piutang) harus dilakukan melalui suatu penyerahan (levering).
Dimana masalah penyerahan 1m akan berl;aitan dengan penggantian kuaiitas kreditur.
Ditinjau dari sudut kreditur baru, adalah bagaimana perolehan hak milik atas suatu
piutang secara legal dilakukan. Levering itu sendiri ada dua macam :

1. Penyerahan nyata (feitlijke levering) yaitu penyerahan atas penguasaan nyata dari

suatu benda. Disini yang ditonjolkan adalah penguasaan secara phisik.

- 2. Penyerahan yuridis (jurisdisch levering) menunjuk kepada perbuatan seseorang

yang mengoperkan haknya kepada dan diterima oleh orang lain. Disini yang
ditonjolkan adalah pengoperan haknya kekuasaan hukumnya.

Pasal 613 KUH Perdata mengharuskan bahwa penyerahan piutang atas

-nama (opnaam) harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik atau dibawah tangan,

lebih lanjut ditentukan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur)
tiada akibatnya apabila setelah penyerahan tidak diberitahukan kepadanya atau secara
tertulis disetujui dan diakuinya. |

Jadi jika dilihat dari sisi cara peralihan hak milik. Sesuai dengan pendapat
Munir Fuady bahwa sebagai suatu perjanjian obligatoir, maka tidak dipenuhinya
persyaratan dalam Pasal 613 KUH Perdata tersebut transaksi Anjak piutang yang
demikian adalah sah-sah saja, tetapi piutangnya belum beralih secara sempurna. Jadi
dengan demikian persyaratan pemberitahuan (notifikasi) atau persetujuan tertulis atau

pengakuan dari Customer merupakan syarat mutlak menurut system KUH Perdata.
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Dari hasil penelitian ciiketahui bahwa dalam transaksi Anjak piutang, akta
cessie dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Pemberitahuan (notifikasi) kepada
Customer tentang peralihan piutang tersebut dilakukan oleh Klien. Penyerahan
piutang itu dilakukan dengan cara membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
factur yang diterbitkan oleh Klien. Dalam factur tersebut sekaligus juga dimuat
pemberitahuan kepada debitur bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada
Perusahaan Anjak Piutang.

Dengan demikian pernyataan itu sekaligus memuat pengakuan dan
pemberitahuan bahwa piutang yang tercantum dalam factur telah dijual kepada
perusahaan Anjak piutang, dan karena itu memberi wewenang kepada debitur untuk
melakukan pembayaran seluruh hutang yang tercantum dalam factur kepada
Perusahaan Anjak piutang. Dengan pembayaran yang dilakukan debitur berarii
piutang dalam factur itu telah dilunasinya. |

Jadi pada hakekatnya faktur yang memuat pernyataan peralihan piutang
sekaligus pemberitahuan kepada debitur tentang peralihan tersebﬁt, merupakan sarana
penyerahan secara yuridis yang melengkapi perjanjian jual beh piutang.

Oleh Mariam Darus Badrulzaman dikatakan bahwa kepentingan utama
Klien adalah memperoleh pembayaran atas piutang yang telah dijual serta
memperoleh jasa Anjak piutang berupa pembebasan dari pekerjaan administrasi
berkenaan dengan piutang yang dijualnya itu, dan hingga ukuran-ukuran tertentu
terbebas dari resiko diperjanjikan sebelumnya. Sebaliknya kepentingan utama
Perusahaan Anjak piutang adalah kepemilikan atas piutang yang dibelinya dapat
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beralih kepadanya secara yuridis, sehingga hak-hak Perusahaan Anjak piutang
sebagai pembeli untuk menagih seluruh jumlah uang yang terutang dilaksanakan
dengan sepenuhnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun.”® |

Dengan demikian secara yuridis berarti bagi Perusahaan Anjak Piutang
kepemilikan atas piutang yang dibelinya telah beralih kepadanya, sehingga hak-hak
Perusahaan Anjak Piutang sebagai pembeli untuk menagih seluruh jumlah nang yang
terutang dapat dilakukan deﬁgan sepenuhnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun.
Sedangkan bagi Klien, memperoleh pembiayaan dan pembebasan administrasi
berkenaan dengan piutang yang dijualnya serta pelbagai resiko yang mungkin akan
menimpanya dapat dialihkan kepada Perusahaan Anjak Piutang.

Kemudian oleh Munir Fuady disebutkan bahwa dilihat dari penggantian
pihak krediturnya dari kreditur semula (Klien) kepada kreditur baru (Perusahaan
tersebut), maka ketentuan Pasal 1400 KUH Perdata tentang Subrogasi dapat
diberlakukan.

Kemudian menurut Pasal 1400 KUH Pérdata, yang dimaksud dengan
subrograsi adalah perpindahan hal kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga
tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak
kreditur.

Adapun jika diterapkan pada transaksi Anjak piutang, subrograsi yang terjadi dalam

hal imi karena perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka segala hak yang

% Mariam Darus Badrul Zaman, “Aspek-Aspek Hukum Dari Perjanjian Factoring”, Medan, Penerbit
: Notariat USU, 1991,hlm 23
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[
melekat péda kreditur semula (Klien) akan beralih seluruhnya kepada kreditur baru

(Perusahaa‘m Anjak Piutang).
‘ :
| Dari apa yang divraikan di atas diketahui bahwa terhadap suatu transaksi
|

Anjak piutang, subrograsi dan cessie dapat diberlakukan, mengingat jikalau dilihat

dari penggantian krediturnya dari kreditur semula yaitu Klien beralih kepada kreditur
baru (Perusahaan Anjak Piutang) ketentuan subrograsi dapat diterapkan. Demikian
juga jika (ih'h'hat dari cara pényerahan piutangnya (segi levering piutangnya), maka
cessie juga berlaku.
A.2.Keitidaksesuaian Pengalihan Piutang pada Transaksi Anjak Piutang dengan
ketentuian pengalihan piutang (cessie) dalam KUH Perdata
Di kalangan bisnis dikenal juga adanya apa yang disebut dengan non
notification factoring. Non notification factoring ini merupakan Anjak piutang tanpa
notifikasi,
iDalam notification factoring setiap debitur secara resmi diberitahukan
tentang pengalihan piutang tersebut. Sedangkan dalam non notification factoring,
pemberitahuan tidak dilakukan, dan oleh karena itu debitur piutang boleh
mengangga:p bahwa penjual piutang (Klien) tetap krediturnya untuk keperluan
pembayara%l piutang tersebut.
zTerhadap Anjak piutang tanpa notifikasi ini, maka menurut system hukum
dalam KUH Perdata, transaksi Anjak piutang tersebut tidak punya kekuatan hukum
sama sekalji, berhubung tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata.
\

Kecuah kel;nudian pihak Customer mengakuinya dan menyetujuinya secara tertulis.
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K;irena itu, pihak Customer hanya berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada
pihak Klien, sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kecuali jika perjanjian yang
menimbulkan piutang tersebut menentukan lain. Sementara kepada pihak factor
(pembeli piutang), pihak Klien hanya berkewajiban moral untuk mematuhinya, tanpa
méngurangi hak dari Factor menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu. Kecuali
Jika perjanjian jual beli piutang menyebutkan lain.

Di samping itu, sebagai jalan ke luar dari Anjak piutang tanpa notifikasi,
adalah dengan membuat konstruksi Anjak piutang dengan surat kuasa sedemikian
rupa sehingga nantinya pihak penagih akan menagih piutang untuk dan atas nama
pihak Klien. Namun demikian jalan keluar yang demikian tidak dilakukan dalam
prakteknya.

Selanjutnya piutang yang bagaimana yang dapat dialihkan. Pada
prinsipnya piutang yang dapat diélihkan adalah piutang yang sudah ada pada Wu
akta cessic dibuat piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang
menyebabkan hutang piutang itu terjadi, sungguhpun piutang tersebut belum jatuh
tempo untuk ditagih. Misalnya antara pihak Kiien dengan Customer telah dilakukan
jual beli suatu barang Penagihan oleh Perusahaan Anjak piutang baru dapat
dilakukan setelah jatuh tempo piutang tersebut.

Sebelumnya perlu dibedakan dulu antara -

I. Piutang vang belum ada;
2. Piutang yang akan datang;
3. Piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo;
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4. Piutang yang belum jatuh tempo.

Didalam praktek, yang umumnya dilakukan adalah Anjak piutang
terhadap piutang yang telah ada tetapi beh\Jm. jatuh tempo. Mengingat piutang tersebut
b¢1m jatuh tempo maka masih belum dapat ditagih. Karena itulah maka Anjak
piutang dibutuhkan, supaya pembayarannya dapat segera dilakukan oleh Perusahaan
Anjak piutang,

| Selanjuinya terhadap piutang yang akan ada, dan belum jatuh tempo,
dapat juga dilakukan perjanjian Anjak piutang, dengan ketentuan pada saat akta
cessie dibuat (waktu hak atas piutang tersebut beralih), piutang tersebut benar-benar
ada dan telah beralih kepemilikannya ke tangan pihak Klien, karena KUH Perdata
memberlakukan sistem perjanjian obligatoir terhadap peljanjian jual beli, termasuk
Jjual beli piutang. Yang berarti dengan perjanjian jual beli hak atas benda obyek jual
beli masih belum beralih kepada pihak pembeli sampai adanya pere;lihan hak menurut
hukum. Hanya saja dalam praktek perjanjian hak menurut hukum, Perjanjian
obligatoir factoring dengan perjanjian riil (levering), yang | dilakukan lewat
penandatangan akta cessie dilakukan pada waktu bersamaan. Sehingga dengan
konstruksi Anjak piutang yang demikian, tidak bisa dilakukan transaksi Anjak
piutang terhadap piutang yang akan ada dan belum jatuh tempo tersebut.

Namun demikian, paling tidak secara teoritis yuridis, dapat saja transaksi
Anjak piutang dibuat pada saat pihak Klien telah menandatangani kontrak jual beli
barang dengan pihak Customer, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada
customer dan harga oleh customer belum dibayar kepada Klien yang penting pada
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waktu penyerahan hak atas piutang, yakni ketika ditandatanganinya akta ce.ssie,
penyerahan secara yuridis hak atas barang oleh Klien kepada Customer telah
dilakukan sehingga piutang yang sesﬁngguhnya sudah terbentuk, sungguhpun
barangkali piutang tersebut belum jatuh tempo.

Terhadap piutang yang sudah ada dan sudah jatuh tempo, jika ternyata
dalam proses penagiilan piutang tersebut sulit atan memakan waktu dapat juga
dialihkan melalui transaksi Anjak piutang.

Kadangkala terdapat piutang yang tidak dapat dialihkan karena alétsan—-
alasan yang bersifat kontraktual. Karena itu, konsekuensinya, transaksi Anjak piutang
tidak dapat atau sulit dilakukan. Hambatan-hambatan kontraktual tersebut antara lain
adalah :

1. Jika bisnis yang menimbulkaan piutang tersebut adalah dalam bentuk imbal beli.

2. Jika bisnis yang menimbulkan piutang tersebut dalam bentuk Sale of Retumn.
Goods yakni suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga baru dibayar och
pembeli setelah dia berhasil menjual kembali barang tersebut kepada pihak
pembeli selanjutnya. Apabila barang tersebut gagal dijual kepada pembeli
selanjutnya, maka pihak pembeli mempunvai hak opsi untuk mengembalikan
barang yang bersangkutan kepada pihak penjual semula. Dan karenanya
perjanjian jual beli menjadi gugur,

Jika terdapat ketentuan ROT (Reservation of Title) dalam transaksi yang

_b)

menimbulkan piutang, artinya pihak penjual barang secara legal masih dianggap
sebagai pemilik barang sampai dengan harga dibayar lunas. Dalam hal ini,
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sebelum harga dibayar lunas, pihak penjual dapa.t sewaktu-waktu menarik
kembali barang tersebut, atau memintakan agar barang tersebut diserahkan
langsung kepada penjual tersebut, 1ﬁisalnya jika pihak pembeli telah menjual
kembali barang tersebut kepada pihak pembeli selanjutnya.

Kemudian berpijak pada seluruh pembahasan tersebut diatas dapat
dikatakan bahwa penjualan dan penagihan piutang sebagai inti transaksi Anjak
piutang, memenuhi rumusan teoritik Anjak piutang bahwa : ¥
1. Dalam kegiatan Anjak piutang senantiasa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :

- ada pembeli piutang;
- ada penjual piutang;
- ada pihak yang berhutang;
2. Kegiatan tersebut meliputi penjualan dan pengalihan piutarg {jual beli piutang).
3. Jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.
4. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
5. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan
dalam negeni atau ludr negeri.
A3, NOVASI DAN SUBROGASI
Selain dari ketentuan pengaliban piutang dengan cessie juga berlaku

ketentuan tentang subrogasi .Menurut ketentuan Pasal 1400 KUH Perdata :

¥ Marzuki Usman, ibid, him 9, Karnaedi Djairan, ibid, him 54 ;Saleh Afif, ibid. hlm 85.

87




“Subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga karena
pihak  ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan
kepada kreditur, baik karena persetujuén maupun karena undang-undang.”’

Jadi, Subrogasi menekankan pada segi penggantian kreditur. Dalam
hubungannya dengan Anjak Piutang Pihak ketiga adalah Perusahaan Anjak
Piutang, sedangkan kreditur adalah Klien yang memiliki piutang terhadap
nasabah. Bila piutang Klien dialihkan kepada Perusahaan Anjak Piutang karena
penjualan, dan perusahaan Anjak Piutang membayar harga piutang tersebut ,maka
hak tagih Klien terhadap Nasabah berpindah kepada Perusahaan Anjak Piutang,

Sementara yang dimaksud dengan Novasi tidak lain dari Pembaharuan
hutang, dalam hal ini hutang yang lama hapus dan diganti dengan hutang yang
baru_.Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ,pada prinsipnya Novasi dapat dibeda-
bedakan ‘se.bagai b.erlzkut:

1. Novasi Obyektif . ini terjadi jika seorang debitur membuat suatu perikatan
hutang  baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama,
yang dihapuskan karenanya.

2. Novast Subyektif Pasif . Yakni jika seorang debitur baru ditunjukkan untuk
menggantikan debitur lama,yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya
.Sebagai konsekuensi dari adanya Novasi Subyektif Pasif timbullah peralihan
hutang (bukan peralihan piutang) dari debitur lama kepada debitur baru.

3. Novasi Subyektif Aktif. Dalam hal ini ,sebagai akibat dari suatu perjanjian
baru, maka seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama,
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dimana debitur dibebaskan hutangnya terhadap kreditur lama,selanjutnya
timbul hutang terhadap kreditur baru.

Perbedaan antara Subrogasi dengan Novasi ,dalam hal ini Novasi
Subyektif Aktif terletak pada keadaan hutang setelah tindakan tersebut dilakukan.
Pada Subrogasi, hutangnya tidak pernah hapus dan tidak pernah ada hutang baru .
Melainkan hutang lama yang dialihkan dari kreditur lama kepada kreditur baru.
Sementara pada Novasi Subyektif Aktif ,hutangnya diperbaharui .Jadi dalam hal ini
,piutang dari kreditur baru tersebut bukan piutang lama yang dialihkan , tetapi timbul
piutang yang baru yang menggantikan piutang lama yang sudah lenyap.

Jika dilihat piutang yang terjadi pada transaksi Anjak Piufang ,maka
piutang tersebut hanya dialihkan saja ,bukan diperbaharui .Sehingga Anjak Piutang

kadang-kadang disebutkan juga dengan istilah “jual beli piutang” .Jadi yang terjadi

sebenarnya adalah subrogasi ,bukan Novasi Subyektif Aktif.

B. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang .

Pada prinsipnya pemanfaatan Anjak piutang di dalam lalu lintas
pembiayaan merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak
yang terkait dalam pemanfaatan Anjak piutang tersebut.

D1 dalam transaksi Anjak piutang terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu :

1. Perusahaan yang melakukan pembelian terhadap piutang atau melakukan
pembayaran pendahuluan (prepayment) atas piutang itu, disebut sebagai pembeli

piutang (factor).
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2. k Perusahaan yang mengalihkan hak atas piutangnya kepada perusahaan Anjak
piutang, yang disebut penjual piutang (Klien).
3. Pihak yang berhutang terhadap Klien ;ttas pembelian suatu produk barang dengan
cara pembayaran angsuran, yang disebut Customer.
Petjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan titik ganda pada
perusahaan Anjak piutang merupakan perjanjian segi tiga antara tiga pihak :
1. Perusahaan Anjak piutang dengan Kiien
2. Perusahaan Anjak piuntang dengan Customer
3. Klien dengan Customer
Atas dasar perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak di dalam
transaksi Anjak piutang, terjadilah hubungan hukum diantara mereka. Dalam
hubugaq hukum i hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan
kewajiban pi.hak lain. N .
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema/bagan berikut ini.

HUBUNGAN HUKUM PIHAK-PIHAK DALAM ANJAK PIUTANG

PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG

PENJUAL PEMBELI
(KLIEN) * H1 » (CUSTOMER)

Sumber : R.Seeroso ( 1993 : 269)
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Kéterangan -
H1  : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian jual beli barang/jasa

H2  : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian juak beli piutang
H3 . Hubungan hukum berdasarkan penggantian kedudukan kreditur (subrograsi)

B.1.Perlindungan Hukum Antara Perusahaan Anjak piutang Dengan Klien

Ditinjau dari aspek hukum, pemanfaatan Anjak piutang oleh klien adalah
berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian jual beli piutang. Perusahaan Anjak piutang
akan membeli piutang dagang Klien, untuk selanjutnya Klien akan segera
mendapatkan dana cash (tunai) dari perusahaan.

Perlindungan aﬁtara Perusahaan Anjak piutang dengan Klien dalam
transaksi Anjak piutang dituangl::an dalam p;er_ianjian yang disebut sebagai Perjanjian
Anjak Piutang (Factoring Agreement).

Perjanjian Anjak Piutal"ng. yang .mel:rupakan perjanjian antara Perusahaan
Anjak Piutang dengan Klien, merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-
syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Anjak
Piutang.

Perjanjian  Anjak Piutang antara Factor dengan Kliien merupakan
perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang menjadi dasar bagi factor
menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjual barang Klien kepada
nasabahnya (Customer).

Umumnya perjanjian Anjak piutang dibuat untuk jangka waktu satu tahun,
tetapi datam hal dibutuhkan, tentu saja dapat diperjanjikan dengan jangka waktu yang
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lebih lama lagi. Dapat juga aikatakan bahwa Factoring Agreement merupakan

perjanjian penjualan dan pembelian piutang dagang antara Klien dengan perusahaan.

Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Klien selaku penjual
piutang akan mengikat para pihak dan akan berlaku sebagai undang-undang. Dari
naskah perjanjian tersebut, dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam
rangka pemanfaatan Anjak piutang tersebut. Selanjutnya dari naskah perjanjian Anjak
piutang, dapat diketahui hubungan hukum para pihak, seberapa jauh hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi.

Hubungan hukum factor dengan Klien ditinjau dari hukum perdata adalah
perjanjian jual beli. Namun demikian jual beli yang dimaksud dalam transaksi Anjak
piutang adalah jual beli benda tidak bergerak (piutang).

Selamjutnya tentang jual beli piutang ini di dalam KUH Perdata, dapat
dilihat di dalam Pasal 1533 — 1540 KUH Perdata. |

Jadi Perusahaan Anjak piutang sebelum dan sesudah menyetujui
pengalihan piutang tersebut berhak untuk :

1. Menolak atau menerima penawaran piutang tersebut. Hal ini tergantung dari hasil
survel dari Perusahaan Anjak Piutang tentang bonafiditas Klien, baik secara
pribadi maupun secara perusahaan.

2. Perusahaan Anjak Piutang mempunyai hak atas piutang yang dibelinya berikut

hak-hak vang mengikutinya.

92




3. Menarik jumlah uwangnya (cover) yang telah diberikan sebelumnya, jika ia
kemudian tahu ada yang tidak beres mengenai Customer dari Kliennya sepanjang
barang-barangnya belum dikirim.

4.‘ Menerima selain/copy asli dan setiap faktur/invoit_:e beserta dengan dokumen-
dokumen lain termasuk bukti-bukti pengiriman barang yang lengkap dan sah dari
Kliennya.

5. Menentukan persentase yang berbeda atas seluruh biaya-biaya, bunga yang harus
dibayar oleh Klien atas setiap piutang-piutang yang dialihkan kepada Perusahaan
Anjak Piutang secara tertulis kepada Klien.

Setelah perusahaan Anjak Piutang menyetujui untuk mengadakan
transaksi dengan Klien, selanjutnya Perusahaan Anjak Piutang berkewajiban untuk

1. Melakukan pembayaran atas piutang yang dibelinya.

2. Menanggung atas kegagalan pe‘ngalihan (dalam fasilitas without recoursé
Factoring).

. Melaporkan secara periodik (setiap bulan) laporan keuangan yang menunjukkan

()

piutang-piutang yang telah dibeli dan yang kreditnya kepada Klien, jumlah yang
dibayarnya untuk piutang tersebut, dan didebet dalam rekeningnya, dan
pemasukan-pemasukan lainnya yang mempengaruhi credit balance Klien pada
Perusahaan Anjak piutang seperti mendebet Factoring Service Charge.
Selanmjutnya bagaimana dengan hak dan kewajiban Khen . Hak dari Klien
meliputi ;
1. Menerima pembayaran di muka (Prepayment) atas penjualan piutangnya.
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Menerima secara periodik laporan keuangan yang berkaitan dengan piutang yang
dialihkan.
Berhak untuk dibebaskan dari tangéung jawab atas penjualan piutang kepada

Perusahaan Anjak Piutang dengan Klausula without recourse.

Kewajiban Klien antara lain :

1.

Menyerahkan semua factur/invoice beserta dokumen-dokumen lain termasuk
bukti-bukti pengiriman barang yang lengkap.

Menjamin bahwa piutang yang dijual tersebut benar dan Ksah (piutang tersebut
timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan secara benar dan sah serta bebas
dari segala tuntutan komisi/jasa yang timbul dari siapapun juga, kecuali
pemotongan khusus yang menjadi hak Klien sesuai dengan perjanjian jual beli
ter;ebut).

Menjamin bahwa piutang tersebut tidak sedang dibebani jaminan.

Membayar bunga

Membayar biaya administrasi.

Dari apa yang diperjanjikan dalam hal timbuinya risiko sebagaimana

tersebut di atas maka upaya yang dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul

bagi Perusahaan Factoring adalah jika dalam perjanjian factoring diperjanjikan bahwa

pihak Klien akan memikul risiko yang mungkin timbul akibat tagihan yang telah

dialinkan (with recourse). Dengan demikian maka Perusahaan Factoring dapat

mengembalikan tagihan yang telah dibelinya tersebut kepada klien.
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Sebab dalam kegiatan factoring non recourse (without factoring),
Perusahaan Factoring akan menanggung risiko bila tagihan tersebut tidak dibayarkan.
Disamping itu dalam pelaksé,naan kegiatan non recourse factoring
dibutuhkan sistem informasi yang terbuka, sehingga segala kegiatan yang dilakukan
antara Klien dengan Customernya dapat diperoleh Perusahaan Factoring. Dengan
sistem informasi yang terbuka, Perusahaan Factoring bisa memperoleh data lengkap
mengenai kondisi perusahaan baik Klien maupun Customernya. Dengan berbekal
informasi itu, Perusahaan Factoring melakukan analisa untuk menyalurkan
pembiayaan, mengingat dalam sistem factoring non recourse segala risiko tidak
terbayar akan menjadi tanggungan Perusahaan Factoring. Itulah sebabnya sistem
informasi yang akurat dan transparan sangat penting dalam kegiatan tersebut.*
| Selanjutnya dapat juga ditempuh cara bahwa untuk menutup kerugian bahwa
debitur piutang (customer) tidak membayar piutang tersebut pada waktu harus.
dibayar atau seharusnya dibayar. Perusahaan Factoring dapat mensyaratkan bahwa
semua tagihan Kliennya dialihkan secara global kepada Perusahaan Factoring. |
Perusahaan Factoring lalu berhak untuk mengembalikan tagihan-tagihan tertentu
yang dianggapnya sulit untuk ditagih kepada penjual piutarig (Klien) serta menutup
kerugian yang timbul sebagai akibat pembayaran di muka kepada penjual piutang
(Klien) dengan pengambilan tagihan lain tanpa pembayaran harga pembelian piutang.
Dalam keadaan demikianpun fransaksi factoring mirip dengan suatu kredit dengan

Jaminan piutang.

* Bisnis Indonesia, 18 Juli 1997, hat 4
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B.2. Perlindungan Hukum Antara Perusahaan Anjak Piutang Dengan Customer

Pada transaksi Anjak piutang, yang diperjanjikan sebenarnya adalah
perjanjian pokok tentang jual beli barang,\' (produk) dengan pembayaran berkala atau
angsuran, sehingga menimbulkan piutang. Tetapi oleh karena Klien menjual atau
mengalihkan piutang itu kepada Perusahaan Anjak Piutang terjadilah pergantian
kedudukan kreditur.

Pergantian kedudukan kreditur tersebut memang dimungkinkan
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata yang mengatur
mengenai subrogasi, yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak
ketiga yang membayar kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun
dernli undang-undang, Jadi disini kedudukan Klien telah diganti oleh Perusahaan
Anjak Piiutang.

- Kem.u(liian bagaimana hak dan kewajiban dari Perusahaan Anjak Piutang
terhadap Customer serta hak dan kewajiban Customer terhadap perusahaan tersebut.

Hak dari Perusahaan Anjak piutang terhadap Customer.

1. Menerima pembayaran dari Customer dengan cara menunjukkan surat
penunjukan dana dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan peralihan hak
itu

2. Melaksanakan penarikan barang-barang vang dibeli Customer dalam hal
terjadinya kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan perusahaan Anjak

piutang pantas dan layak dilakukan, ialah dalam hal :
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- Customer lalai membayar hutangnya sampat dengan 3 atau 4 bulan berturut-
turut dan telah diberikan tegoran-tegoran yang nyatanya tegoran itu tidak
ditangani Customer. ‘

- Customer dinyatakan pailit.

- Menerima/menagih  sejumlah  biaya yang  dikeluarkannya  untuk

menyelenggarakan pembayaran kepada Customer.

. Apapun kewajiban-kewajiban Perusahaan Anjak piutang terhadap
Customer meliputi :
1. Memberitahukan kepada Customer tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya.
2. Melakukan penagihan atas piutang sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan
sebgik-sebaiknya tanpa merusak hubungan antara Klien dengan Customer
Hak Customer terhadap Perusahaan Anjak piutang.

Karena yang merupakan hubungan langsung antara Perusahaan Anjak
piutang dengan Customer adalah pada pelaksanaan penagihan dan pembayaran Klien
tepat pada waktunya, maka yang menjadi hak dari Customer kepada Perusahaan
Anjak piutang adalah menerima bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang asli dan sah
vang berkenaan dengan peralihan hak tersebut.

Kewajiban Customer terhadap Perusahaan Anjak piutang,
Kewajiban Customer terhadap Perusahaan Anjak piutang adalah

melakukan pembayaran hutangnya tepat pada waktunya.
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Bahwa dalam transaksi factoring risiko yang paling besar ada pada
Perusahaan Factoring. Mengapa demikian, tidak lain karena dalam transaksi factoring
perdagangan yang diadakan antara Pefusahaan Klien dengan pihak lain yang
berkedudukan sebagai debitur (customer). Pihak Perusahaan Factoring di dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam factoring membeli piutang tersbeut, ini berarti
bahwa Perusahaan Factoringlah yang membayar hutang dari debitur (customer)
kepada Klien. Hal ini juga berarti bahwa transaksi dagang yang diadakan antara Klien
sebagai penjual dan debitur (Customer) sebagai pembeli barang sebenamya dibiayai
oleh Perusahaan Factoring. Hal ini juga berarti bahwa penjualan barang adalah secara
kredit. Kemudian Perusahaan Factoring menagih piutang itu kepada debitur
(Customer) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Klien berdasarkan peratihan
yuridis yang dilakukan oleh Klien atas piutang berdasarkan perjanjian factoring.

Mengingat bah\va.pémbelia:n 'piutang dari Klien tersebut mengandung resiko
yang tinggi bagi Perusahaan Factoring, sebab bagaimana jika jumlah uang yang telah
dibayar oleh Perusahaan Factoring tidak dapat diperolehnya kembali dari Customer.
Guna menjamin hal itu maka upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Factoring dalam
rangka melindungi kepentingannya terhadap Klien dan Customer adalah dengan
memberikan suatu persyaratan/ketentuan bahwa barang yang dijual Klien kepada
Customer masih tetap menjadi milik Klien sampai Customer melunasi jumlah uang
pembeliannya. Hal itu berarti bahwa peralihan hak milik atas barang yang dijual oleh
Klien ditahan. Maksud ketentuan demikian tidak lain supaya dengan diperalihkannya
piutang kepada Perusahaan Factoring oleh Klien, beralih pula penahanan kepemilikan

98




(re-tention of awnership) kepada Perusahaan factoring apabila Perusahaan F actoring
tidak berhasil memperoleh kembali tagihan kepada Customer sehingga Perusahaan
Factoring . dapat menarik kembali baratig—barang yang dijual oleh Klien kepada
Customer itu.

Namun ternyata klausula/ketentuan tersebut tidak dipergunakan. Hal ini
dimungkinkan mengingat hingga saat ini mayoritas Perusahaan Factbring sangat
selektif dalam memilih Klien maupun Customer.

Selanjutnya perlu ditentukan persyaratan dana cadangan yang dipakai oleh
Perusahaan Factoring untuk menutup kerugian jika terjadi non pembayaran oleh
Customer. Ketentuan tersebut juga memuat ketentuan tentang keadaan-keadaan yang
menimbulkan dalam hal apa saja hak Perusahaan Factoring untuk menggunakan dana
cadangan tersebut.

Danel1 cadangan tersebut berasal dari pengurangar; fnarga p;:n:iualan piutang
dan mengandung keharusan bahwa sebuah dana cadangan tidak boleh kurang dari
suatu persenfase tertentu dari harga pembelian piutang yang harus masih dibayar

kepada penjual piutang (Klien).

B3 Perlindungan Hukum Terhadap Klien dan Customer

Hubungan hukum antara Klien dengan Customer adalah perjanjian jual
beli barang dengan pembayaran berkala atau angsuran. Dimana Klien dalam hal ini
disebut sebagai penjual dan Customer adalah pembeli, yaitu pembeli barang dengan
cara angsuran (kredit).
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Mengenai jual beli barang dengan cara angsuran atau cicilan, sama sekali
tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun demikan ketentuan yang mengatur
tentang jual beli pada umumnya dapat dii)ergunakan untuk mengatur perjanjian jual
beli dengan angsuran (kredit).

Melalui transaksi Anjak piutang Klien telah mengalihkan piutangnya
tersebut kepada perusahaan Anjak piutang.

Jadi hak Klien terhadap Customer adalah
Klien berhak atas pembayaran piutangnya (harga penjualan barang/jasa) dari
Customer.
Kewajiban Klien Terhadap Customer

Karena hubungan antara Klien dan Customer adalah jual beli, dengan
demikap dengan terjadinya kesepakatan mengenai harga, maka Klien berkewajiban
untuk menyerahkan barang/jasa kepada Customer. |
Hak Customer Terhadap Klien

Memperoleh barang/jasa yang menjadi obyék jual beli yang dilakukan
antara Klien dengan Customer.

Kewajiban Customer Terhadap Klien

Membayar hutangnya (harga atas transaksi jual beli) yang dilakukannya
dengan Klien.

Meskipun sudah ada upaya untuk melindungi para pihak dalam perjanjian
anjak piutang, ternyata dalam praktek perlindungan hukum terhadap klien cenderung
diabatkan. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

100




1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, yang dilakukan melalui

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 KMK/013/1988 dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf ¢ yang kemudian diganti dengan 448/KMK.017/2000 dalam Pasal 10 huruf
g butir 4 ditentukan mengenai kewajiban Peruszhaan Anjak Piutang untuk
melampirkan contoh perjanjian anjak piutang pada waktu mengajukan
permohonan ijin pendirian perusahaan. Maksud ketentuan ini adalah agar
Pemerintah dapat mengontrol secara dini apakah perjanjian anjak piutang itu
sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian, dan apakah sudah memberikan
perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak. Ternyata dalam
prakteknya, format perjanjian yang dipersyaratkan hanya sekedar formalitas
schingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini terlihat bahwa, meskipu.n dalam
format perjanjian anjak piutang terdapat hal-hal yang menyimpang dari prinsip
dan tujuan anjak piutang, serﬁ ketidakseimbangan hak dan kewajiban para. pihak
tetap saja tidak mempengaruhi pemerintah dalam memberikan ijin pendirian

perusahaan.

. Perlindungan hukum melalui perjanjian anjak piutang. Dari hasil penelitian

ternyata dalam perjanjian anjak piutang yang diteliti terdapat ketidakseimbangan
hak dan kewajiban antara para pihak karena pada satu sisi kewajiban klien lebih
ditekankan daripada haknya, sedangkan pada sisi lain hak Perusahaan Anjak
Piutang lebih ditekankan daripada kewajibannya. Bahkan dalam perjanjian anjak
piutang terdapat hal-hal yang menyimpang dari prinsip dan tujuan anjak piutang,
serta ada hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari klien, tetapi justru menjadi
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hak  dari Perusahaan Anjak Piutang. Adanya penyimpanéan dan

ketidakseimbangan tersebut dapat terlihat dari :

a. Kewajiban khen untuk menyerahkan Jaminan. Persyaratan yang mewajibkaﬁ
klien untuk menyerahkan jaminan sebagai salah satu syarat untuk memperolch
fasilitas anjak piutang, bertentangan dengan prinsip dan tujuan anjak piutang,
karena keberadaan lembaga anjak piutang adalah untuk membantu pengusaha
kecil dan menengah untuk mémperoleh bantuan modal bagi pengembangan
usahanya tanpa diperlukan adanya jaminan.

b. Klausula with recourse. Klausula ini menentukan bahwa apabila piutang tidak
terbayar sebagaimana mestinya, maka klien harus tetap bertanggung jawab.
Dengan demukian risiko kegagalan penagihan menjadi risiko kiien
;epenuhnyaj tanpa memperhatikan bagaimana cara penagihan yang dilakukan
oleh Perusahaan Anjak Piutang, serta bagaimana upaya perlindungan kredit
yang dilakukan oleh Perusahaan Anjak Piutang. Dari hasil penelitian ternyata
klausula with recourse ini diberlakukan dalam segala keadaan, bukan hanya
karena alasan ketidakmampuan customer untuk membayar hutang.
Sebenamya klausula ini dapat dicantumkan, hanya dalam hubungannya
dengan ketidakmampuan customer, bukan karena hal lain. Dengan demikian
klausula with recourse ini telah dilaksanakan secara berlebihan, tanpa
memperhatikan hak dan klien. Hal ini tentu saja memberatkan klien yang

belum cukup mempunyai pengalaman mengenai penagihan, pengawasan
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kredit, perlindungan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu dapat dikatakan -

bahwa klien kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Perusahaan Anjak Piutang berhak untuk melakukan penagihan dengan ialan
apapun. Dalam hal ini klien berkewajiban untuk membantu Perusahaan Anjak
Piutang untuk melakukan penagihan. Ketentuan semacam ini menyimpang
dari fungsi anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan
nonpenibiayaan, karena seharusnya Perusahaan Anjak Piutang melakukan
penagihan dengan cara-cara yang tidak akan merusak hubungan antara klien
dengan custon.zer, karena hal itu sangat penting bagi kelanjutan usaha klien.
Dengan adanya ketentuan bahwa Perusahaan Anjak Piutang berhak menagih
dengan jalan apapun, maka dapat ditafsirkan bahwa apapun dapat dilakukan,
meskipun akan merusak hubungan antara klien dengan customer. Di samping
itu klien tidak berkewajiban untuk melakukan penagihan, karena piutang teléh
dialihkan kepada Perusahaan Anjak Piutang, sehingga dokumen-dokumen
vang berkaitan dengan piutang sudah diserahkan kepadanya. Di samping it.u
dengan dialihkannya hak atas piutang kepada Perusahaan Anjak Piutang, dan
telah diadakan pemberitahuan peralihan piutang (kecuali dalam hal jenis anak
piutang non-notification factoring), maka customer hanya mempunyai
kewajiban untuk membayar hutang kepada Perusahaan Anjak Piutang.

. Klien berkewajiban untuk memberikan informasi tentang keadaan customer,
dan melindungi kepentingan Perusahaan Anjak Piutang dalam segala hal.
Dalam hal Perusahaan Anjak Piutang itu memberikan jasa pembiayaan dan
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nonpembiayaan, scharusnya di samping membeli piutang klien, juga
memberikan perlindungan terhadap risiko kredit, pengawasan‘ kredit,
memberikan laporan posisi piutaﬁg, mengatur administrasi piutang. Namun
demikian, dalam prakteknya ternyata apa yang seharusnya menjadi hak klien
Justru menjadi kewajiban dari klien (hak dari Perusahaan Anjak Piutang).

e. Perusahaan Anjak Piutang berhak untuk mengubah biaya anjak piutang
sewaktu-sewaktu tanpa persetujuan dari klien. Hal ini tentu saja sangat
memberatkan klien, karena sebelum perjanjian ditandatangani, biaya anjak
piutang ini telah disepakati, tetapi sewaktu-waktu Perusahaan Anjak Piutang
dapat mengubahnya tanpa persetujuan klien. Dengan demikian hal ini
menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi klien.

3. Perhndungan hukum dalam hal terjadi sengketa. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa hal yang berpotensi menimbulkan sengketa adalah karena
keterlambatan atau tidak dilunasinya piutang. Dalam penyelesaian sengketa antara
para pihak dalam perjanjian anjak piutang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu
melalui peradilan umum, musyawarah dan arbitrase. Dalam praktek ternyata
musyawarah merupakan cara yang selalu ditempuh oleh para pihak dalam
menyelesaikan sengketa, karena cara musyawarah ini lebih menghemat biaya,
waktu, dan tenaga, serta lebih menguntungkan, karena mengingat hubungan baik
antara klien dan Perusahaan Anjak Pintang dan menjaga nama baik perusahaan.
Dari hasil penelitian ternyata penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini telah
dibuat tiga cara penyelesaian yang telah dibakukan oleh Perusahaan Anjak
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k Piutang, yang semata-mata menguntungkan Perusahaan Anjak Piutang. Cara
penyelesaian tersebut adalah : 1) klien harus melakukan pembayaran keseluruhan
faktur yang belum dilunasi oleh cutomer seketika dan tunai, 2) dilakukan
penjualan barang jaminan, 3) Perusahaan Anjak Piutang memutuskan perjanjian
dan selanjutnya mewajibkan klien untuk membayar seketika dan sekaligus tunai

keseluruhan faktur yang telah dialihkan dan biaya anjak piutang,

B.4. Dokumen-dokumen Yang Dibutuhkan Pada Transaksi Anjak Piutang
Untuk keperluan administrative dan penilaian layak tidaknya piutang
yang dijual Klien. Perusahaan Anjak piutang biasanya mensyaratkan Klien untuk
menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum piutang tersebut diterima.
Dokum_en dokumen tersebut antara lain:
a. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli antara Klien
dan Customer.
b. Permohonan/penawaran jasa Anjak piutang oleh/kepada Klien.
¢. Peranjian Anjak piutang.
d. Akta cessie,
e. Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari Customer,
f.  Konfirmasi dari debitur (Customer).
g. - Dokumen hutang seperti invoices, delivery order (DO), promes.
h. Dokumen jaminan, seperti personal atau corporate guarantee.
i. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (neraca rugi laba, dan sales ledger).
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] Akte Pendirtan/Anggaran Dasar.
k. Rekening Koran 12 bulan terakhir.
. Aging Schedule (Jadwal Piutang Berkéla)

m. NPWP, SIUP, Domocili, Tanda Daftar Perusahaan dan lain-lain.

B.5. Hal-hal yang menyebabkan Terjadinya kegagalan Tagihan (Non Pembayaran)
Adapun bentuk kegagalan tagihan (non pembayaran) menurut Fuady bisa
disebabkan karena :
a. Kepailitan.
b. Penipuan
Kemungkinan kegagalan penagihan (INon peml;ayaran) vang dapat
dmategorlkan sebagai penipuan tersebut terjadi dalam hal :
c. pembayaran tidak kepada Perusahaan Anjak plutan g
d. pre invoicing

e. Fresh air invoice

B.6. Upaya-upaya Perlindungan Yang Dilakukan Dalam Transaksi Anjak piutang
Bahwa dalam transaksi anjak piutang risiko yang paling besar ada pada
Perusahaan anjak piutang. Mengapa demikian, tidak lain karena dalam transaksi
anjak piutang yang diperjual belikan adalah piutang dari transaksi perdagangan yang
diadakan antara Perusahaan Klien dengan pihak lain yang berkedudukan sebagai

debitur (Customer). Pihak Perusahaan Anjak piutang di dalam jangka waktu yang
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ditentukan dalam Anjak piutang membeli piutang tersebut, ini berarti bahwa
Perusahaan anjak piutanglah yang membayar hutang dari debitur (Customer) kepada
Klien. Hal ini juga berarti bahwa transéksi dagang yang diadakan antara Klien
sebagai penjual dan debitur (Customer) sebagai pembeli barang sebenarnya dibiayai
oleh Perusahaan anjak piutang . Hal ini juga berarti bahwa penjualan barang adalah
secara kredit. Kemudian Perusahaan anjak piutang menagih piutang itu kepada
debitur (Customer) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Klien berdasarkan
peralihan yuridis yang dilakukan oleh Klien atas piutang berdasarkan perjanjian anjak
piutang.
Bahwa dari segi penanggungan risiko non pembayaran perlu dibedakan
antara: |
1. Factpring dimana Perusahaan Anjak Piutang menanggung sepenuhnya risiko non .
pembayaran oleh debitur pilllta.'ng (cu.st(')mer),kecuali pengurangan karena cacad
dalam dasar penagihan.
2. Factoring dimana perusahaan Anjak Piutang tidak sepenuhnya menanggung risiko
non pembiayaan ,dalam hal kepailitan customer .
Untuk meminimalkan resiko tersebut maka harus diperjanjidn pada awal
transaksi anjak piutang. Dalam perjanjian Anjak piutang antara Perusahaan Anjak
Piutang dan Klien ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat diperjanjikan dalam hal

timbulnya yaitu :
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a. Pihak Klien akan memikul resiko (with recourse) tersebut.
Yang mungkin timbul akibat tagihan yang telah dialihkan . Apabila hal ini terjadi
maka Perusahaan Anjak Piutang dapat mengembalikan tagihan yang telah
dibelinya itu kepada Kliennya. Oleh karena itu sejak semula dalam perjanjian
Anjak Piutang harus ditentukan batasan-batasan dari tanggung jawab tersebut.

b. Klien tidak menanggung resiko (without recourse) terhadap tagihan yang tidak
tertagih ;maka risiko ditanggung oleh Perusahaan Anjak Piutang.

Seperti disampaikan Pimpinan Cabang Semarang Financia Multi Finance
mengatakan bahwa di Indonesia masih sedikit Perusahaan Anjak Piutang yang
melakukan kegiatan Anjak piutang non recource factoring (without receource
factoring).

Dengan demikian dalam hal timbulnya resiko umumnya yang
diperjanjikan adalah d‘al;am ben.tullc with recourse factoring,

Selanjutnya meskipun bisnis Anjak piutang secara teoritis tidak
mensyaratkan adanya jaminan, dar hasil penelitian diketahui bahwa Klien
dipersyaratkan untuk memberikan jaminan, jaminan tersebut berupa
a. Personal guarantee
b. Corporate guarantee
c. Penggunaan recourse factoring (with recourse).

Dengan demikian jika terjadi kepailitan dari pihak customer ,pihak
Perusahaan Anjak Piutang dapat menagih kembali ke Klien atas dasar jaminan
tersebut diatas.
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Pada umumnya perusahaan belum mengalami kesulitan hal ini disebabkan

karena perusahaan anjak piutang bersikap:

1.

2.

Konservatif dalam memilih klien

Melakukan seleksi yang cukup ketat terbadap customer

Adanya tenggang waktu antara jatuh tempo invoice dengan jatuh tempo tanggal
pembayaran kepada perusahaan anjak piutang.

Adanya syarat with recource suatu hal yang berbeda dari kegiatan anjak piutang,
yang prinsipnya bila perusahaan menghadapi kesulitan maka cara yang
ditempuh :

a. Mengirim surat pemberitahuan piutang yang jatuh tempo.

b. Melakukan penagihan dan membuat surat teguran.

¢. Memberikan perpanjangan waktu sampai 1 bulan.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring)
dalam hukum Indonesia serta kesesuaian dan ketidakkesesuaiannya dengan
ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam KUH Perdata adalah pengalihan
Ipiutang dalam transaksi anjak piutang tersebut dilakukan dengan cara cessic
sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Terhadap transaksi anjak
piutang ini, subrograsi juga dapat diberlakukan mengingat adanya penggantian
kreditur (Pasal 1400 KUH Perdata). Dan terhadap Anjak piutang tanpa notifikasi
berakibat transaksi anjak piutang ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama
sekali, berhubung tidak terpenuhinya Pasal 613 KUH Perdata.

2. Upaya Perusahaan Anjak Piutang Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya
Terhadap Customer Dan Klien.

Sejauh int upaya yang dilakukan Perusahaan Anjak Piutang dalam rangka
melindungi  kepentingannya terhadap Klien dan Customer disamping
diperjanjikannya with recourse factoring artinya resiko non pembayaran
Customer menjadi tanggung jawab Klien, juga Klien dipersyaratkannya
memberikan jaminan ber;.lpa personal guarantee maupun corporate guarantec.

Perlindungan hukum antara perusahaan Anjak Piutang dengan klien adalah




berdasarkan Perjanjian jual beli piutang ,sedangkan perlindungan hukum antara
Klien dan Customer karena adanya perjanjian jual beli barang/jasa oleh kedua
belah pihak dengan pembayaran berkala dan adanya informasi terhadap pihak
Customer. Dan adanya Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah
apabila terjadi sengketa karena tidak dilunasinya piutang,atau wanprestasi maka
dalam transaksi Anjak Piutang para pihak (Factoring , Klien ,Customer)harus

melaksanakan hak dan kewajiban masing —masing.
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B. SARAN

L.

Perlunya pedoman yuridis dan teknis.

Pérlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang transaksi anjak piutang ini
dalam perundang-undangan yang terkodifikasi. Terhadap hubungan hukum
antara Perusahaan anjak piutang dengan Customer scbaiknya dituangkan
dalam perjanjian tersendiri. Demikian juga sangat diperlukan adanya pedoman
teknis untuk bidang anjak piutang ini dari departemen berwenang
(Departemen Keuangan) sehingga para pihak yang terkait dalam transaksi
anjak piutang akan lebih mendapatkan kepastian hukum.

Perlunya pemahaman dan pengenalan mengenai anjak piutang.

Anjak piutang belum dipromosikan oleh perusahaan yang bergerak dibidang
1"ni, sehingga banyak pengusaha yang belum mengetahui keberadaan fasilitas
anjak piutang ini.

Periu ada tenaga ahli dalam bidang anjak piutang.

Karakteristik usaha anjak piutang ini sangat berbeda dengan usaha bank.
Karena itu diperlukan orang-orang vang ahh sehingga mampu meningkatkan

kecanggihan fasilitas yang ditawarkan oleh Perusahaan anjak piutang.
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